





EUTHANASIA DITINJAU DARI SEGI MEDIS DAN HUKUM PIDANA 
















EUTHANASIA DITINJAU DARI SEGI MEDIS DAN HUKUM PIDANA 
 DI INDONESIA 
Disusun dan Diajukan 
Oleh 
ANDIKA PRIYANTO 
B 111 07 920 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana 















Diterangkan bahwa Mahasiswa : 
Nama   : Andika Priyanto  
NIM   : B 111 07 920 
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Bagian  : Hukum Pidana 
Judul Skripsi :“Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis Dan Hukum 
Pidana Di Indonesia” 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
 
 
Makassar,      Mei 2013 
        Disetujui Oleh 
 





Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.           Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 






PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
Diterangkan bahwa Mahasiswa : 
Nama   : Andika Priyanto  
NIM   : B 111 07 920 
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Bagian  : Hukum Pidana 
Judul Skripsi :“Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis Dan Hukum 
Pidana Di Indonesia” 
 
Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir 
Program Studi. 
                                                                                 Makassar,    Mei 2013 
          a.n. Dekan, 





Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 










ANDIKA PRIYANTO (B111 07 920), “Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis 
Dan Hukum Pidana Di Indonesia”. Di Bawah Bimbingan Aswanto Selaku 
Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui euthanasia ditinjau dari segi 
medis dan pengaturan hukum pidana, serta untuk mengetahui 
pertanggungjawaban pidana dalam kasus euthanasia. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Instansi 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wahidin Sudirohusodo, dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah 
secara content analysis, yaitu mengolah data-data untuk menghasilkan 
kesimpulan dan rekomendasi, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Euthanasia ditinjau dari 
segi medis diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, khususnya pada 
Pasal 9. Dengan demikian, membangun dan mengembangkan ilmu untuk 
menghindarkan diri dari bahaya maut adalah merupakan tugas dokter. Ia 
harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani. Hal 
ini, berarti dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun 
menurut ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tidak mungkin sembuh; 
(II) Pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia adalah 
perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
pengaturan masalah euthanasia terdapat di dalam Pasal 304 KUHP yang 
melarang adanya euthanasia pasif, dan di dalam Pasal 344 KUHP yang 
melarang adanya euthanasia aktif. Sehingga euthanasia adalah perbuatan 
yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan (III) Dokter 
sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis 
yang dilakukan terhadap pasien. Oleh karena itu pertanggungjawaban yang 
melekat pada seorang dokter khususnya dalam kasus euthanasia adalah 





Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
semesta alam atas ridho ilmu. Kesehatan, segala limpahan rahmat, hidayah, 
dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu 
merampungkan skripsi yang berjudul : “Euthanasia Ditinjau Dari Segi 
Medis Dan Hukum Pidana Di Indonesia”. Sebagai salah satu syarat tugas 
akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang 
manusia pilihan Allah SWT yang selalu menjadi tauladan, agar setiap 
langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai 
ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga setiap hal yang telah penulis lakukan 
berkaitan dengan skripsi ini dapat pula bernilai ibadah di sisi-Nya. 
 Segenap kemampuan penulis telah curahkan dalam penyusunan 
tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa 
kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah SWT, dan sebagai mahkluk 
ciptaan tentunya memiliki keterbatasan, sehingga kemungkinan 
ditemukannya kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan 
vii 
 
dalam bentuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun senantiasa 
penulis harapkan, agar kedepannya segalanya semakin lebih baik. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ungkapan terima 
kasih yang tiada terhingga kepada ketiga orang tua sekaligus Malaikat 
Pelindung Penulis, kepada Bapak Daryanto Rochmani, Bapak Sabang Disa 
dan Ibu Andriani Achmad yang senantiasa merawat, mendidik, dan 
memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga. Saya 
sangat bersyukur kepada Allah SWT. dilahirkan di keluarga ini, keluarga yang 
penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kesedaerhanaan. Kepada adik – 
adik  penulis Handoko Prasetyo dan Tri Susanto, yang setiap saat terus 
mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda, dan tawa.  
 Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan 
terima kasih kepada :  
1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, 
Sp.B., SP.BO., beserta Wakil Rektor lainnya;  
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. 
Aswanto, S.H., M.S., DFM. 
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, 
Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan 
Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III 
viii 
 
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., 
dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. 
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Pembimbing I dan 
Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. 
6. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, Ibu Nur Azisa, 
S.H., M.H., Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku penguji 
dalam proposal dan skripsi penulis yang telah memberikan saran-
saran dan masukan-masukan dalam perbaikan proposal dan skripsi 
penulis 
7. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
telah membekali ilmu kepada penulis. 
8. Para staf akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah 
banyak membantu penulis 
9. Para Nara Sumber terkhusus dr. Jerny Dase, S.H., SpF, M.Kes dan 
Dr. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H., yang telah banyak membantu 
penulis selama melakukan penelitian  dan merampungkan skripsi ini. 
10. Keluarga besar Darsono Rochmani dan Djoni Achmad, kakek-nenek, 
om-tante, dan sepupu-sepupu penulis atas motivasi dan bantuannya 
kepada penulis. 
11. Kanda Kadaruddin, S.H., M.H., yang telah menjadi teman diskusi yang 
baik dalam penyusunan skripsi penulis. 
ix 
 
12. Seluruh Sahabat-sahabatku Muh. Ilyan saputra Agsyam, S.H., M.H., 
Imran, Muh. Nicky,S.H., Fadly Pramananda, S.H., Andi Sulfikar, S.H., 
Ahkam B, S.H., Zulkifli, S.H., Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., Khairunnisa 
Rizal, S.H., Andi Nurhikma, S.H., serta seluruh angkatan Legalitas 
2007 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal 
menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Profesi Hukum Kantor Pertanahan 
Makassar yang telah memberikan warna dan pengalaman bagi 
penulis. 
14. Keluarga Besar Horsa terkhusus Angkatan 04  
15. Kepada teman-teman GFM, Muhammad Rizka Yunus, S.H., 
Muhammad Rizky, S.Kom, Muhammad Ryan, S.Pd, Rocky Monoarfa, 
Nurul Huda Zikir, S.E., Rizky Amalia Salam, S.Si., Pertiwi Anzar, S.Si., 
teman penulis sekaligus saudara yang menjadi alarm support dan 
memberikan makna dalam kehidupan penulis. 
16. Kepada dr. G. Ayu Amelinda Hanjani yang telah memberikan 
perhatian dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan 
skripsi ini,  
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 




Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah 
diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah memberikan banyak perubahan pada diri penulis. semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan 
hukum di Indonesia. Amin. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh  
 
Makassar,  Mei 2013 
Penulis 





















                                     halaman 
 
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………... i 
PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................................... ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………… iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ....................................... iv 
ABSTRAK ................................................................................................ v 
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................ vi 
DAFTAR ISI……………………………………………………………………... xi 
 
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................... 6 
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6 
D. Kegunaan Penelitian ................................................................. 7 
E. Sistematika Penulisan ............................................................... 7 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................   9 
A. Tinjauan Umum ........................................................................   9 
1. Pengertian Hukum Pidana ...................................................   9 
2. Pengertian Delik (Tindak Pidana) ........................................ 13 
3. Pengertian Umum Tentang Euthanasia ............................... 19 
4. Pengertian Tindakan Medik ................................................. 22 
5. Pengertian Bunuh Diri ......................................................... 25 
B. Perbedaan Euthanasia Dengan Bunuh Diri ............................... 25 
C. Berbagai Bentuk Euthanasia..................................................... 26 
D. Ketentuan Hukum Pidana Yang Erat Hubungannya Dengan 
Perbuatan Menghilangkan Nyawa ............................................ 39 
E. Pandangan HAM Tentang Euthanasia ...................................... 40 
F. Ketentuan Hukum Islam Yang Erat Kaitannya Dengan Nyawa . 41 
 
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 47 
A. Lokasi Penelitian ....................................................................... 47 
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 47 
C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 48 
D. Teknik Analisis Data ................................................................. 48 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 49 
A. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis. ........................................ 49 
1. Euthanasia Dalam Dunia Kedokteran .................................. 49 
2. Euthanasia Dan Hak Untuk Mati .......................................... 58 
xii 
 
3. Beberapa Pandangan Tentang Euthanasia ......................... 63 
B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Euthanasia .................... 72 
1. Euthanasia Menurut Hukum Di Berbagai Negara ................ 72 
2. Euthanasia Dalam Pengaturan Hukum Pidana Indonesia.... 77 
C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Euthanasia. .......... 93 
1. Pertanggungjawaban Pidana ............................................... 93 
2. Pertanggungjawaban Etis .................................................... 96 
3. Pertanggungjawaban Profesi ............................................... 98 
 
BAB V PENUTUP ....................................................................................  100 
A. Kesimpulan ...............................................................................  100 
B. Saran ........................................................................................  101 
 






A.  Latar Belakang 
Manusia sebagai mahluk individu yang juga Negara Indonesia sebagai 
negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan 
perkembangan di bidang kedokteran khususnya dan bidang teknologi pada 
umumnya. Akibat kemajuan teknologi yang tak terbayangkan dalam 
menyongsong milenium baru ini, menjadi penyebab terjadinya perubahan 
perubahan di berbagai bidang dan struktur masyarakat baik secara cepat 
atau lambat. Demikian pula semakin banyak penemuan-penemuan di 
berbagai bidang khususnya dalam hal ini di bidang medis. 
Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai individu 
diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir 
dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan. Tak 
seorangpun yang berhak menundanya sedetikpun, termasuk mempercepat 
waktu kematian. 
Dengan perkembangan diagnosa suatu penyakit dapat lebih sempurna 
dilakukan dan pengobatan penyakitpun dapat berlangsung dengan cepat. 
Dengan peralatan, rasa sakit si pasien diharapkan dapat diperingan agar 
kehidupan seseorang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu 
dengan respirator. Perkembangan teknologi dibidang medis ini dengan 
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harapan agar dokter diberi kesempatan untuk mengobati si pasien sebagai 
upaya bagi si pasien untuk sembuh menjadi lebih besar, namun ada kalanya 
menimbulkan kesulitan di kalangan dokter sendiri. Seperti penggunaan alat 
respirator yang dipasang untuk menolong pasien, di mana jantung pasien 
berdenyut namun otaknya tidak berfungsi dengan baik1. 
Selain kasus tersebut di atas banyak lagi masalah yang dihadapi 
dokter dalam mengobati pasien, seperti halnya pasien yang tidak mungkin 
lagi diharapkan sembuh atau hidup sehat karena belum ditemukan obatnya, 
sehingga pasien merasakan sakit yang terus menerus, dalam hal ini apakah 
dokter harus menghilangkan nyawa pasien atau euthanasia dengan teknik 
yang ada atau membiarkan pasien begitu saja atau menyuruh pulang kembali 
ketengah keluarganya. Menyadari hal itu kewajiban dokter adalah 
menghormati dan melindungi setiap insan dengan menjalankan tugasnya 
semata-mata hanya untuk menyembuhkan dan mengurangi penderitaan 
pasien dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah 
jabatan dan kode etik kedokteran2. Perlu diketahui bahwa perkembangan 
Euthanasia dalam pengaturan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Uruguay telah melangkah begitu jauh yang di antaranya disebutkan 
                                                             
1
 Anonim, Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Euthanasia Di Indonesia (http://hukum 
kes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-dalam-pelaksanaan-euthanasia-di-indonesia/), 
diakses pada hari Senin, 02 Juli 2012, Pukul 18:10 WITA  
2
 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, 
(Jakarta: EGC, 1997), Hlm.13 
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sebagai berikut: “Hukum dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila ia 
melakukan perbuatan membunuh yang bermotifkan perasaan kasihan 
sebagai kelanjutan dari permintaan si korban kepadanya berulang-ulang”. 
Di Amerika Serikat yang menganut aliran hukum Anglo Saxon, 
“melakukan Euthanasia bukan suatu yang perlu dipermasalahkan karena 
dalam sistem hukum yang demikian memungkinkan seseorang untuk 
meminta putusan pengadilan untuk mengesahkan suatu tindakan” . California 
menjadi negara bagian yang membuat undang-undang dan telah 
mengeluarkan suatu produk legislatif perihal “Hak untuk mati” dalam bentuk 
undang-undangnya yang diberi nama “The Natural Death Act” 1976. 
Perkembangan Euthanasia di Jepang dapat dilihat dari Yurisprudensi 
sebuah Pengadilan Tinggi di Nagoya yang mengajukan enam syarat untuk 
melakukan Euthanasia, yaitu: 
1. Pasien atau calon korban harus masih dapat membuat keputusan 
dan mengajukan permintaan tersebut dengan serius. 
2. Ia harus menderita suatu penyakit yang terobati pada stadium 
terakhir atau dekat dengan kematiannya. 
3. Tujuannya adalah sekedar untuk melepaskan diri dari rasa nyeri. 
4. Ia harus menderita rasa nyeri yang tak tertahankan. 
5. Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas petunjuknya. 
6. Kematian harus melalui cara kedokteran dan secara manusiawi. 
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Uruguay, Amerika, Jepang merupakan contoh dari negara yang setuju 
dengan Euthanasia, tetapi ada juga negara yang sampai dengan saat ini 
tidak setuju atau belum memenuhi aturan hukumnya tentang Euthanasia ini, 
seperti halnya Indonesia dan Belanda. 
Di negara Belanda kasus Euthanasia yang pertama terjadi pada tahun 
1952, ketika pengadilan di Utrech dalam keputusannya pada tanggal 11 
Maret 1952 menjatuhkan hukuman bersyarat kepada seorang dokter, yang 
atas permintaan dengan jalan suntikan mengakhiri hidup kakaknya yang 
sangat menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Demikian 
juga terhadap kasus Leeuwarder Euthanasia proses 1973. Pengadilan 
Leeuwarder dalam keputusannya tanggal 21 Januari 1973 menjatuhkan 
hukuman bersyarat selama satu minggu kepada Nyonya Posman yang telah 
sengaja memberikan suntikan kepada ibunya yang menderita penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. Dua putusan pengadilan tersebut membuktikan 
bahwa di Belanda, Euthanasia belum dapat dilakukan3. 
Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik 
mengenai euthanasia (Mercy Killing). Euthanasia atau menghilangkan nyawa 
orang atas permintaan dirinya sendirI sama dengan perbuatan pidana 
menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan 
                                                             
3
 Anonim, Euthanasia (http://welywahyura.wordpress.com/euthanasia/), diakses 
pada hari Senin, 02 Juli 2012, Pukul 18:25 WITA 
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pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak 
yang tidak setuju tentang euthanasia. 
Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini 
berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk 
mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan 
yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusian. Dengan keadaan dirinya 
yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia 
dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara 
sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap 
manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah 
hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu 
gugat oleh manusia. 
Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang 
yang dipakai sangatlah bertolak belakang, dan lagi-lagi alasan perdebatan 
tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia. Oleh karena itu 
berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji 
lebih jauh mengenai Euthanasia, sehingga penulis memilih judul 







B.  Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 
penelitian ini : 
1. Bagaimanakah euthanasia di tinjau dari segi medis ? 
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia ? 
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus euthanasia? 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan 
penulisan ini adalah: 
1.  Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pandangan euthanasia dari segi medis. 
b. Untuk mengetahui pengaturan euthanasia dalam pengaturan 
hukum .pidana di Indonesia 
c. Untuk mengetahui pertanggung jawaban euthanasia dalam 
hukum pidana Indonesia. 
2.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis 
pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
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b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana 
dengan harapan bermanfaat dikemudian hari. 
D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini adalah : 
a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk 
penelitian selanjutnya. 
E.  Sistematika Penulisan  
Tujuan dari sistematika penulisan ini, yaitu untuk memberikan 
gambaran mulai dari awal, isi hingga akhir bagi skripsi ini. Adapun 
sistematika penulisan ini terbagi atas tiga bab, dan masing-masing di bagi 
lagi menjadi beberapa sub bab, yang secara lengkap dapat disajikan sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan, membicarakan tentang latar belakang masalah 
yang akan diteliti kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan itu 
disusun beberapa pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah, 
kemudian diuraikan juga tujuan dan manfaat dari penulisan, serta  
sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi pembahasan teori hukum pidana 
dan pengertian euthanasia Tinjauan umum tentang hukum pidana, dan 
Tinjauan umum tentang euthanasia. Hal ini digunakan sebagai dasar berpijak 
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untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang 
dikemukakan. 
Bab III Metode Penelitian, yang berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, 
jenis dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data serta analisis 
data. Hal ini digunakan untuk menjelaskan langkah kerja yang dilakukan 
dalam pemecahan masalah yang dikemukakan. 
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang berisi 
Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan, kemudian dari kesimpulan itulah, maka penulis memberikan 
beberapa rekomendasi dalam bentuk saran. Disamping itu, skripsi ini juga 
















A. Tinjauan Umum 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat 
memberikan sebuah pengertian yang komperehensif tentang apa yang 
dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sulit. Namun setidaknya 
dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat 
membantu memberikan gambaran tentang hukum pidana yang deberikan 
oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut : 
Istilah Hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang 
juga sering disebut ius poenale meliputi : 
1. Perintah larangan, yang atas pelanggarannya atau 
pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh 
badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan 
yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang ; 
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau 
alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran 




3. Kaidah-kaidah yang mentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara 
tertentu. 
Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang 
lazim pula disebut ius puneindi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan 
tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan 
pidana4. Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah 
peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau 
keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 
(sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. 
Ius poenale lazim dibagi atas hukum pidana materieel atau hukum 
pidana madi (madi adalah berasal dari kata arab atau substantive criminal 
law) dan hukum pidana formeel (dan bukan hukum pidana formal, karena 
berarti hukum pidana resmi). Istilah hukum pidana material yang biasa 
juga digunakan adalah tidak tepat, karena di negara-negara Anglo Saxon 
dan di Amerika Serikat tidak dikenal istilah material criminal law, tetapi 
substantive criminal law (hukum pidana substantive). 
Hukum pidana formil (law of criminal procedure) atau hukum acara 
pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang 
menerapkan cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan 
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 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.1 
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pidana, juga bisa disebut hukum pidana in concreto , karena mengandung 
peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana in 
abstracto dituang kedalam kenyataan (in concreto). 
Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidana 
haruslah berdasarkan hukum pidana materiel, dan  karena itu adanya 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan 
berlakunya hukum pidana materiel dalam kenyataan. Kedua bidang 
hukum pidana ini berhubungan erat. Yang pertama menentukan apa yag 
dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua 
menentukan pedoman dan acara menemukan perbuatan (dan 
pembuatnya) itu. 
Suatu negara yang berdasarkan rule of law tidaklah cukup memiliki 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjaminkan hak-hak 
social manusia belaka, tetapi harus mempunyai Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan / atau hukum pidana tertulis lain atau pun hukum 
pidana tak tertulis yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas 
negara hukum atau rule of law. 
Di negara yang secara formil tidak menerima asas legalitas seperti 
Australia, Inggris dan lain-lain, jiwa dan semangat asas legalitas terbenih 
di dalam putusan-putusan pengadilan, sekalipun hanya berdasarkan 
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hukum tak tertulis. Kejahatan haruslah plainly for bidden by the law seperti 
yang di ungkapkan oleh hakim Stephen L.J pada tahun 1884 
Hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel harus jelas / 
terang, oleh karena pelaksanaannya pada hakikatnya mempertaruhkan 
nyawa, harta benda dan kebebasan manusia. Dalam hubungan ini perlu 
diperhatikan salah satu keputusan internasional congress of jurist yang 
diadakan di New Delhi pada tanggal 5-10 januari 1959, sebagai berikut ; 
(1) Consequences of the acceprance of the principle of Legality. 
The criminal law must be cartain. This is sometimes expressed (as 
it was in the resolutions at Athens) by saying that “it is not 
admissible to create accusation and sanctions on the simple basis 
of analogy with other provisions”… 
It is perhaps therefore preferable to say that all law should aim at 
creating the maximum certainty regarding the rights and duties of 
citizens but that where as in  the criminal law, their life or liberty is 
at stake this requirement of certainly becomes imperative. 
 
Dari sekian banyak pendapat tentang hukum pidana materiel dan 
formiel, penulis lebih condong pada uraian simons yang menyatakan 
bahwa Hukum Pidana Materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang strafbare feiten (delik, perbuatan pidana, tindak pidana) peraturan 
tentang syarat-syarat strafbareheid (hal dapat dipidanya seseorang). 
Petunjuk orang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia 
menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Hukum 
Pidana Formil, menurut Simons mengatur tentang bagaimana cara 
negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk 
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memidana, dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana. 
yang dimaksud Simon strafbaarheid ialah penetapan orang-orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan.   
2. Pengertian Delik (Tindak Pidana)  
Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa : 
“Tindakan pidana atau dalam bahasa belanda strafbaarfeit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam wetboek van strafrecht 
atau kitap undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di 
Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delik yang berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana 
dan pelaku ini dapat dikatakan merupkana subjek tindak pidana. 
 
Moeljanto menerjemahkan strafbaarfeit dengan kata perbuatan 
pidana dengan alasan sebagai berikut : 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di 
ancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan 
pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 
orang yang menimbulkan kejadian. 
  
Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian 
bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. 
Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu pengertian abstrak yang 
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menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, danya kejadian tertentu, 
dan kedua, adanya orang  yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. 
Simons mengartikan stafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa 
pidana) adalah perbuatan yang melawan hukum  yang berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Menurut Van Hamel, pengertian strafbaarfeit adalah : 
Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan 
hukum, strafwaardiq (patut atau benilai untuk dipidana), dan dapat 
decela karena kesalahan (en aan schuld te witjen). 
Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh simons, 
tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi 
kesengajaan (dolus), alpa, dan kelalaian (culpa lata). Sementara van 
Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, 
kealpaan, dan kelalaian, juga memasukkan bertanggung jawab, bahkan 
van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat dan lebih tepat adalah 
starfwaardigfeit. 
Andi zainal Abidin Farid merumuskan delik sebagai berikut : 
Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan atau keadaan yang 
menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar. 
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 Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah deliklah yang paling tepat 
karena :  
a. Bersifat universal, dan dikenal dimana-mana 
b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, 
orang mati; 
c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik 
d. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain 
perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa 
Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena 
kata pidana adalah kata benda; di dalam bahasa indonesia kata 
benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang 
menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh 
dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada 
hubungn logis dengan keduannya. 
Pendapat Andi Zainal Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan 
pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam tulisan ini, karena 
mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu 
perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya 
diancam dengan pidana oleh undang-undang. Akhirnya dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum 
(manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai 
dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya. 
a. Unsur-Unsur Delik 
Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu dikemukakan 
pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno, unsur-unsur 
delik terdiri atas :  
a) Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c) Keadaan tambahan yang memberatkan  
d) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif 
e) Unsur melawan hukum yang subjektif 
Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur 
terjadinya delik yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat 
dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif 
dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud 
adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu 
perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan objektif 
penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat. Lebih lanjut 
Moeljatno yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, 
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menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan 
melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat : 
a. Unsur perbuatan (handling) 
1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
2) Melawan hukum 
3) Tidak ada dasar pembenar 
b. Unsur pembuat (handelende) 
1) Kemampuan bertanggungjawab 
2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau 
opzet) culpa lata (kelalaian) 
3) Tidak ada alasan pemaaf 
Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk 
memidanakan seseorang yang melakukan delik harus ada syarat 
pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (feit) dan membuat (dealer). 
karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri. 
Andi Zanal Abidin Farid5 menuliskan unsur delik menurut 
pandangan monoisme, Unsur delik menurut aliran monoisme hanya 
mengenai unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut 
aliran dualisme yaitu: 
a) Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil); 
                                                             
5
 Ibid., Hlm. 222 
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b) Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif  
c) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan 
d) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan 
e) Tak ada alasan pembenar. 
Andi Zainal Abidin Farid sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur 
delik pada umumnya adalah sebagai berikut : 
1) Perbuatan aktif atau pasif; 
2) Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas ) dan 
hukum materiil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman); 
3) Akibat yang hanya disyrakatkan untuk delik materiil; 
4) Keadaan yang menyertai perbuatan yang diisyratkan untuk 
delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 
165 dan semua delik jabatan yang pembuatnnya harus pegawai 
negeri); 
5) Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima 
secara diam-diam)6. 
Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istlah melawan hukum 
tidak disebut dalam pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan 
                                                             
6
 Ibid., Hlm. 221 
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unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh 
penuntut umum, juga melawan hukum materiil. 
3. Pengertian Umum Tentang Euthanasia 
Istilah euthanasia berasal dari kata yunani yaitu eu dan thanatos. 
Kata eu berarti indah, bagus, terhormat, atau gracefully and dignity, 
sedangkan thanatos berarti mati, mayat. Jadi secara etimologis, 
euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik (a good death). 
Seorang penulis romawi yang bernama seutonis, dalam bukunya yang 
berjudul Vitaceasarum, mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat 
tanpa derita”7. 
Meminjam istilah Philo, seorang filsuf kenamaan (50-20 SM), 
euthanasia merupakan mati dengan tenang dan baik. Sementara dalam 
analisis St. Thomas, euthanasia adalah bentuk pengakhiran hidup orang 
penuh sengsara secara bebas dan dengan berhenti makan atau dengan 
minum racun yang membinasakan. Sejak abad 19, terminologi euthanasia 
dipakai untuk menyatakan penghindaran rasa sakit dan peringanan pada 
umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan 
dokter. Pemakaian terminologi euthanasia ini mencakup tiga 
kategori,yaitu : 
1. Pemakaian secara sempit 
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 Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, (Yogyakarta: C.V Andi 
Offset, 2010), Hlm. 57 
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Secara sempit euthanasia dipakai untuk tindakan menghindari 
rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Dalam 
hal ini euthanasia berarti perawatan dokter yang bertujuan 
untuk menghilangkan penderitaan yang dapat dicegah sejauh 
perawatan  itu tidak bertentangan dengan kidah-kaidah hukum, 
etika, atau adat yang berlaku. 
2. Pemakaian secara lebih luas  
Secara lebih luas, terminologi euthanasia dipakai untuk 
perawatan yang menghindari rasa sakit dalam penderitaan 
dengan resiko efek hidup diperpendek 
3. Pemakaian paling luas 
Dalam pemakaian paling luas ini, euthanasia berarti 
memendekkan hidup yang tidak lagi dianggap sebagai side 
effect, melainkan sebagai tindakan untuk menghilangkan 
penderitaan pasien. 
Beberapa pengertian tentang terminologi eutahanasia: 
1. Menurut beberapa seminar, euthanasia diartikan : 
 Pada umumnya dengan sengaja melakukan sesuatu untuk 
mengakhiri hidup seseorang pasien 
 Dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk 
memperpanjang hidup pasien. 
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 Semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu 
sendiri. Atas permintaan atau tanpa permintaan pasien. 
2. Menurut kode etik kedokteran Indonesia, kata eutahanasia 
dipergunakan dalam tiga arti : 
 Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa 
penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama 
Allah di bibir. 
 Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit 
dengan memberinya obat penenang. 
 Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan 
sengaa atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya  
3. Pengertian menurut gezondheidsraad belanda 
Euthanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja 
memperpendek hidup ata dengan sengaja tidak berbuat untuk 
memperpanjang hidup demi kepentingan pasien oleh seorang 
dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab padanya. 
4. Pengertian euthanasia menurut pandapat van Hattum 
“euthanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada 
penderitaan-penderitaan penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu 
korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi 
kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan 




Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa unsur-unsur euthanasia adalah sebagai berikut : 
1. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 
2. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak 
memperpanjang hidup pasien  
3. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan 
kembali  
4. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya 
5. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya. 
4. Pengertian Tindakan Medik 
Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap 
pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan 
kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.8 meski 
memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya 
atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medik adalah suatu 
tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh oara tenaga medis, 
karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang menhalami 
gangguan kesehatan. Suatu tindakan medik adalah keputusan etik karena 
dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlu-
kan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas 
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 Ibid., Hlm. 39 
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beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, 
yaitu bahwa keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang 
berlaku, juga harus baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut 
harus tepat sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.9 
Sedangkan menurut Budi Sampurno, dalam melakukan tindakan 
medik yang merupakan suatu keputusan etik, seorang dokter harus : 
1. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, 
profesi, pasien; 
2. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-
keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi. 
Secara material, menurut Danny Wiradharma, suatu tindakan 
medik tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 
1. Mempunyai indikasi medik, untuk mencapai suatu tujuan yang 
konkret. 
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu 
kedokteran 
3. Sudah mendapat persetujuan dari pasien. 
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 Ibid., Hlm. 39 
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Syarat a dan b juga disebut sebagai bertindak secara lege artis. 
Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah suatu tindakan medik 
dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi dengan 
dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas maka kemudian menjadi jelas. 
Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik tidak hanya 
mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum 
perdata dan hukum administratif. 
Lazimnya persyaratan dalam hubungan perjanjian antara pasien-
dokter tidak secara eksplisit dituangkan dalam perumusan persyaratan 
perjanjian, namun dianggap telah terkandung di dalam sesuai dengan etik 
yang mengikuti dokter dalam menjalankan profesi-jabatan-nya. Dalam 
hubungan tersebut pengertian informasi pasien merupakan suatu bentuk 
umum penerangan kepada pasien pada umumnya. 
Guwandi menyebutkan bahwa dokter dalam melakukan tindakan 
medik haruslah berdsarkan empat hal, yaitu : 
1. Adanya indikasi medik; 
2. Bertindak secara hati-hati ; 
3. Bekerja berdasarkan standar profesi medis dan prosedur 
operasional; 
4. Ada persetujuan tindakan medik (Informed Consent). 
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Syarifuddin Wahid menyebutkan empat hal yang harus dilakukan 
dokter untuk menghindari timbulnya sengketa medik dengan pasien : 
5. Pengertian Bunuh Diri 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia membunuh ialah 
menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa (mematikan) sedangkan 
kata diri diartikan 1 orang seorang (terpisah) dari yang lain atau badan. 
Jadi pengertian bunuh diri adalah perbuatan seseorang yang sengaja 
bertujuan menghilangkan nyawanya sendiri. 
B. Perbedaan Euthanasia Dengan Bunuh Diri 
Dari definisi di atas dapat kita simpulkan perbedaan antara bunuh diri 
dan euthanasia. Kalau bunuh diri adalah tindakan menghilangkan nyawa lahir 
dari diri korban sedangkan euthanasia tindakan menghilangkan nyawa lahir 
dari orang lain dalam hal ini tenaga medis. Sedangkan antara bunuh diri dan 









C. Berbagai Bentuk Euthanasia  
Franz Magnis Suseno S.J. membedakan empat arti euthanasia, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Euthanasia murni 
Adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa 
memperpendek hidupnya. Di situ termasuk semua perawatan dan 
pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan  “baik” 
2. Euthanasia pasif 
Adalah kalau tidak dipergunakan semua kemungkinan teknik 
kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang 
kehidupan  
3. Euthanasia tidak langsung 
Adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping 
bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Di 
sini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, 
dan anelgetika yang barangkali secar de facto memperpendek 
kehidupan walaupun hal itu disengaja. 
4. Euthanasia aktif (Mercy Killing) 
Adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek 
kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam euthanasia aktif ini 
masih perlu dibedakan, apakah pasien menginginkannya, tidak 
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menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan di mana 
keinginannya dapat diketahui. 
Menurut Fred Ameln bentuk-bentuk euthanasia dapat dibedakan 
kedalam kelompok-kelompok sebagai berikut :  
1. Euthanasia atas permintaan pasien; 
2. Euthanasia yang dapat diminta pasien. 
Selain itu juga dapat dibedakan : 
1. Euthanasia pasif atas permintaan atau tanpa permintaan pasien; 
2. Euthanasia aktif atas permintaan atau  tanpa permintaan pasien. 
Dalam euthanasia aktif masih dapat dibedakan lagi, yaitu : 
1. Euthanasia aktif secara langsung (direct); 
2. Euthanasia aktif secara tidak langsung (indirect). 
Euthanasia pasif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya 
secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medik kepada pasien yang 
dapat memperpanjang hidupnya (dengan alasan bahwa perawatan pasien 
diberikan terus-menerus secara optimal dalam uasaha untuk membantu 
pasien dalam fase hidup yang terakhir). Euthanasia aktif terjadi bila dokter 
atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan 




Euthanasia aktif secara langsung terjadi bila dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya melakukan suat tindakan medis untuk meringankan 
penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara logis dapat 
diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri. Sedangkan 
euthanasia secara tidak langsung terjadi apabila dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek atau mengakhiri 
hidup pasiennya, melakukan suatu tindakan medik untuk meringankan 
penderitaan pasien dengan mengetahui adanya risiko bahwa tindakan medik 
ini dapat mengakibatkan diperpendek / diakhiri hidup pasiennya. 
Euthanasia di bagi dalam 4 kategori dasar, yaitu : 
1. Aktif atas kehendak yang bersangkutan (acrive voluntary 
euthanasia) 
2. Pasif atas kehendak yang bersangkutan (passive voluntary 
euthanasia) 
3. Aktif tanpa dengan kehendak yang bersangkutan (active non-
voluntary euthanasia) 
4. Pasif tanpa dengan kehendak yang bersangkutan (passive non-
voluntary euthanasia) 
Ad.1. euthanasia Aktif atas kehendak yang bersangkutan 
Adalah bila orang yang bersangutan meminta agar hidupnya 
diakhiri dengan segera dan dokter atau orang lain mengambil 
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tindakan-tindakan untuk mempecepat kematian orang tersebut. Orang 
tersebut menghendaki kematiannya karena sudah tidak sanggup 
mederita sakit yang berkepanjangan, sudah tidak mempunyai harapan 
sembuh, sedang dokter atau orang lain merasa kasihan atas 
penderitaannya dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan cepat 
tanpa rasa sakit. 
Ad.2. Euthanasia pasif atas kehendak yang bersangkutan 
Adalah bila orang yang bersangkutan menghendaki segala 
usaha pertolongan untuk memperpanjang hidupnya dihentikan, 
sehingga maut bisa segera menjemputnya berhubung ia sudah tidak 
tahan lagi akan penderitaan yang berkepanjangan. 
Ad.3. Euthanasia pasif tidak atas kehendak orang yang bersangkutan  
Adalah orang yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi 
menyatakan kehendak dan dokter atau orang lain memutuskan untuk 
menghentikan usaha-usaha pertolongan yang dimaksudkan untuk 
menyelamatkan jiwanya karena penyakitnya sudah tidak tertolong lagi. 
Ad.4. Euthanasia aktif tanpa kehendak dari orang yang bersangkutan 
Adalah bila orang yang bersangkutan sudah dalam keadaan 
parah, sehingga tak mampu lagi untuk menyatakan kehendaknya dan 
dokter atau orang lain karena kasihan, mengakhiri hidup orang 
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tersebut dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit sehingga 
orang tersebut bebas dari penderitaannya. 
Membicarakan bentuk-bentuk semu Euthanasia adalah sangat 
penting, karena kadang-kadang dalam diskusi tentang euthanasia masih 
sering terjadi kekeliruan (misunderstanding), sehingga suasana diskusi 
menjadi simpang siur. Di satu pihak, misalnya dalam hal memberhentikan 
pengobatan (perawatan) yang sudah tidak ada gunanya lagi (zinloos) 
dianggap sebagai tindakan euthanasia pasif, sedangkan di pihak lain ada 
yang menganggapnya hanya sebagai bentuk semu dari euthanasia. 
Disebut bentuk semu dari euthanasiakarena mirip dengan euthanasia, 
tetapi sebetulnya bukan euthanasia. Bentuk-bentuk pengakhiran hidup yang 
mirip dengan euthanasia ini disebut oleh H.J.J. Leenen adalah sebagai 
schijngestaten van euthanasia. Adapun yang termaksud ke dalam bentuk 
semu euthanasia adalah sebagai berikut : 
1. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah tidak 
ada gunanya (zinloos) 
2. Penolakan perawatan medis oleh pasien (keluarganya) 
3. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis karena mati otak 
(brain death) 




5. Euthanasia akibat “sikon” 
Ad.1. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah 
tidak ada gunanya (zinloos) 
Dalam hal memberhentikan pengobatan atau perawatan medis 
yang sudah tidak ada gunanya lagi (zinloos), masih terdapat 
perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan sebagai bentuk 
euthanasia pasif, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai bentuk 
semu dari euthanasia. Dalam literatul lebih banyak yang menyebutnya 
hanya sebagai euthanasia dalam bentuk semu, bukan euthanasia 
pasif. 
Untuk menentukan apakah suatu pengobatan atau perawatan 
adalah tidak ada gunanya lagi, maka harus dilihat kriteria-kriteria 
medik tertentu. Adapun criteria tersebut adalah apakah tindakan medik 
terhadap pasien akan mencapai efek yang dituju, dan apakah hal ini 
dapat diharapkan secara reasonable. 
Dengan perkataan lain berarti harus ada suatu perbandingan 
yang reasonable antara tindakan medik dengan efeknya (hasil). Jika 
tidak terdapat perbandingan yang reasonable, berarti dapat dinilai 
bahwa tindakan medik tersebut adalah sama sekali sudah tidak ada 
gunanya (zinloos), sehinnga dokter pun tidak berwenang untuk 
melakukan tindakan medik. 
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Dalam hal demikian, walaupun akhirnya pasien tersebut 
meninggal dunia, dokter tetap tidak dapat dianggap telah melakukan 
euthanasia (pasif), karena sudah tidak berwenang melakukan 
pengobatan. Justru bila dokter tetap melakukan pengobatan, maka ia 
telah melakukan penganiyaan terhadap pasien. 
Dalam bukunya yang berjudul Rechten van Mensen in Den 
Gezondheissorg, tahun 1978 halaman 239, Leneen mengatakan 
bahwa : 
“Seorang dokter hanya ada wewenang untuk bertindak jika 
tindakan tersebut adalah berguna, dimana tindakannya adalah 
tidak ada gunanya lagi, maka terjadilah penganiayaan. Seorang 
dokter tidak melakukan penganiyaan yuridis selam ia bertindak 
sesuai dengantujuan yang ia sebagai dokter ingin mencapai 
dan selamanya ia sudah mendapatkan izin atau persetujuan 
dari pasien”. 
 
Berdasarkan pendapat Leneen di atas, dapat disimpulkan 
bahwa seorang dokter seharusnya tidak memulai suatu terapi ataupun 
tidak meneruskan terapi, apabila memang secara yuridis tidak dapat 
lagi diharapkan suatu hasil, walaupun hal ini mengakibatkan 
meninggalnya pasien. Dalam hal demikian, berarti tidak terdapat 
euthanasia (pasif), tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, karena 
dokter sendiri sudah tidak kompeten melakukan tindakan medik. Justru 




Ad.2. Penolakan perawatan medik oleh pasien (keluarganya) 
Penolakan perawatan medik ini ada yang mengakibatkan 
matinya pasien, dan ada juga yang tidak mengakibatkan matinya 
pasien. Pada umumnya bila tidak ada izin dari pasien, dokter tidak 
diperkenankan untuk melakukan tindakan medik untuknya, walaupun 
akhirnya akan mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut. 
Penolakan perawatan medis ini erat kaitannya dengan hak-hak 
pasien. Pasien mempunyai hak untuk menolak seluruh terapi ataupun 
sebagian terapi. Adapun yang melandasi hak-hak pasien ini adalah 
karena adanya the right of self determination atas badannya sendiri. 
Dalam hal penolakan medik ini, Hoge Read Belanda telah 
mengeluarkan arrest-nya, yaitu HR 14 Juni 1974, NJ 1974, 436, yang 
mengatakan : 
“Seorang dokter pada umumnya tidak mempunyai hak untuk 
melakukan suatu tindakan medik terhadap seorang pasien, jika 
tindakan medik itu tidak dikehendaki oleh pasiennya”.  
Jadi, apabila pasien telah menolak perawatan medik dan 
kemudian pasien tersebut meninggal, maka dokter tidak dapat 
disalahkan telah melakukan tindakan euthanasia (pasif). Meninggalnya 
pasien tersebut hanya sebagai bentuk semu dari euthanasia. 
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Ad.3. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medika karena mati 
otak (brain death) 
Kriteria mati otak benar-benar mulai diperhatikan sejak tahun 
1970-an. Ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi biomedis yang 
begitu pesat, sehingga mendesak dunia medis untuk merubah dan 
merumuskan kembali pengertian matinya seseorang. Dahulu, 
pengertian mati seseorang ditentukan oleh denyut jantung. Apabila 
denyut jantung seseorang sudah tidak berdenyut lagi (tidak bernapas) 
maka orang tersebut sudah dianggap meninggal dunia. Akan tetapi, 
sekarang dengan adanya teknologi canggih di bidang medis, orang 
dapat bernapas kembali walaupun secara artificial. Denyut jantung 
yang tersendat-sendat dapat dipacu dengan alat pacu jantung, 
sehingga sekarang kita sudah dapat berbicara tentang “mayat hidup”. 
Pada tahun 1974 dewan kesehatan belanda telah memberikan 
kriteria kapan seseorang dapat dinyatakan mati otak, yaitu jika : 
1. Otak mutlak tidak lagi berfungsi 
2. Fungsi otak tidak lagi dapat dipulihkan kembali. 
Menurut Kartono Muhammad, mengatakan bahwa :  
“Pusat-pusat penggerak jantung dan paru-paru yang build up dalam 
tubuh manusia itu terletak di batang otak. Oleh karena itu, jika batang 
otak sudah mati, dapatlah diyakini bahwa manusia itu sudah mati. 
Itulah awal dari criteria mati batang otak sebagai pedoman untuk 
menghentikan mesin-mesin pembantu tadi. Sebab dari segi agamapun 
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perpanjangan penggunaan alat-alat tadi mungkin tidak dapat 
dibenarkan, karana pada hakikatnya pasien tersebut sudah manjadi 
jenazah”. 
 
Selanjutnya beliau mengatakan : 
“Jika tanda-tanda mati batang otak sudah dapat dibuktikan, fatwa IDI 
menyatakan bahwa dokter boleh menghentikan segala tindakan 
penopang yang selama ini dilakukan. Karena pada saat batang otak 
sudah mati, orang itu benar-benar meninggal, maka tindakan 
penghentikan pertolongan bukan lagi euthanasia. Jadi, tidaklah dapat 
untuk dirancang pengertian penetapan mati batang otak dengan 
euthanasia”. 
Jadi, misalnya ada seorang pasien (korban) kecelakaan lalu 
lintas dan korban tersebut di bawah ke rumah sakit. Kemudian ia 
segera dirawat dan dipasang sebuah respirator. Tetapi ternyata pasien 
tersebut belakang kepalanya hancur, yang berarti ia sudah mati 
batang otaknya. Pasien tersebut hanya dapat hidup secara vegetative 
dengan pernapasan artificial. Kemudian dokter mencabut respirator 
yang dipasang pada pasien tersebut, sehingga pernapasan artifisianya 
berhenti dan ia pun segera meninggal dunia. 
Pelepasan respirator tersebut tidak termaksud dalam tindakan 
euthanasia, melainkan hanya merupakan pengakhiran hidup yang 
mirip dengan euthanasia, karena pasien tersebut batang otaknya 
sudah mati, yang berarti ia sudah meninggal dunia. Dalam hal ini 
dokter tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindakan euthanasia 
(pasif). Ia bebas dari segala tuntutan hukum. 
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Ad.4. Pengakhiran hidup pasien akibat persediaan peraltan medis 
yang terbatas (emergency) 
Bentuk euthanasia semua ini dapat terjadi apabila di suatu 
rumah sakit kekurangan alat medis. Misalnya, ada suatu tabrakan bis 
dan banyak korban yang harus ditolong. Kemudian para korban yang 
harus dipasangi respirasi, sedangkan alat tersebut sangat terbatas. 
Respirator tidak mungkin dipasang secara bergantian dari pasien yang 
satu ke pasien yang lainnya, sehingga ada beberapa pasien yang 
tidak terpasangi respirator, dan kemudian meninggal dunia. Maka 
dalam hal demikian, tidak terjadi kasus euthanasia. Dokter atau tenaga 
medis lainnya yang sedang bertugas di ruang darurat tidak dapat 
disalahkan telah melakukan euthanasia. 
Ad.5. Euthanasia “Akibat sikon” 
Dalam tulisannya, Rully Roesly berpendapat bahwa ada jenis 
euthanasia lain selain euthanasia aktif dan pasif, yaitu euthanasia 
“akibat sikon”. Yang dimaksud dengan euthanasia “akibat sikon” ini 
adalah suatu situasi apabila pasien masih ingin / besar harapannya 
untuk tetap hidup dan dokter masih mampu mengupayakan 
pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi pasien yang tidak 
mampu membiayai pengobatan, maka upaya pengobatan terpaksa 
dihentikan, dan pasienpun meninggal. 
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Selanjutnya ia memberi contoh konkret yaitu penderita gagal 
ginjal stadium terminal (GGT). Sebagaimana layaknya penyakit dalam 
stadium terminal, pasien GGT jika tanpa pengobatan akan meninggal 
dalam waktu beberapa hari atau minggu. Tetapi kemajuan teknologi 
kedokteran sudah memungkinkan pengobatan, yaitu dengan cara cuci 
darah (hemodialisasi) atau cangkok ginjal (transplantasi). Penderita 
GGT yang menjalani pengobatan cuci darah atau cangkok, dapat 
bertahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun. Mereka biasanya dapat 
bekerja dan menjadi produktifitas kembali, atau bahkan dapat hidup 
hampir seperti orang normal. 
Masalahnya adalah upaya pengobatan dengan cara ini 
membutuhkan biaya sangat mahal. Sebagai gambaran cuci darah 
untuk seorang pasien adalah sekitar 1,5 sampai 2 juta/bulan. Hal ini 
harus dikerjakan terus menerus, karena apabila cuci darah dihentikan, 
pasien akan meninggal. Apabila si pasien dengan kondisi ekonomi 
tidak cukup kuat (untuk biaya pengobatan sendiri) akan mengalami 
euthanasia “akibat sikon”. 
Menurut hemat Petrus Yoyo Karyadi, euthanasia “akibat sikon” 
seperti yang dijelaskan oleh Rully di atas, sebetulnya tidak termaksud 
dalam pengertian euthanasia. Ia hanya bentuk semu (mirip) dengan 
euthanasia. Dalam kasus tersebut di atas tidak ada tindakan 
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euthanasia aktif. Dokter tidak dapat disalahkan telah lalai atau 
membiarkan meninggal terhadap orang yang perlu ditolong, tetapi 
karena kondisi ekonomi dari pasien yang memang sudah tidak mampu 
lagi membayar biaya perawatan (cuci darah). 
Euthanasia “akibat sikon” pada hakikatnya hampir sama dengan 
bentuk semu euthanasia,yakni “penolakan perawatan medis oleh 
pasien”. Dokter atau rumah sakit mungkin sebelumnya telah 
menawarkan terlebih dahulu kepada pasien mengenai pengobatan 
yang akan dilakukan dokter terhadapnya. Pengobatan itu 
dimaksudkan untuk memperpanjang hidup pasien atau bahkan untuk 
menyembuhkan penyakitnya. Misalnya saja pengobatan tersebut 
berupa cuci darah (hemodialisasi) dan besarnya biaya cuci darah 
sampai 2 juta/bulan, dan ini harus dilakukan tiap bulan. Begitu cuci 
darah dihentikan, pasien akan meninggal. 
Tentunya pasien (keluarganya) akan memikirkan tawaran 
dokter (cuci darah), mengingat biaya terasa sangat memberatkan dan 
harus dilakukan secar terus menerus (tiap bulan), sementara 
kebetulan pasien tersebut adalah kepala keluarganya, pencari nafkah 
utama. Akhirnya pasien (keluarganya) menolak cuci darah, karena 
kondisi keuangan tidak memungkinkan. Beberapa hari kemudian 
pesian tersebut meninggal dunia. 
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Kasus tersebut di atas, menurut hemat penulis tidak termaksud 
dalam kasus euthanasia pasif. Ia hanya merupakan bentuk semu dari 
euthanasia yang hampir mirip dengan atau malah dapat digolongkan 
ke dalam bentuk euthanasia semu “penolakan perawatan medis oleh 
pasien”. Meninggalnya pasien tersebut bukan semata-mata 
disebabkan oleh kepasifan dokter atau rumah sakit. 
D. Ketentuan Hukum Pidana Yang Erat Hubungannya Dengan 
Perbuatan Menghilangkan Nyawa  
Dilihat dari aspek hukum pidana yang berlaku di negara ini maka 
sesorang dapat dihukum atau dipidana apabila orang tadi telah melakukan 
suatu perbuatan yang bersifat menghilangkan nyawa rang lain baik dilakukan 
dengan sengaja maupun karena kurang hati-hati, kenyataan itu dapat kita 
lihat dalam KUHP khusunya dalam pasal-pasal : 338, 340, 341, 343, 344, 
345, 347, 348, 349, 351, dan 359. Dengan demikian dapatlah keselamatan 
dan keamanan nyawa dan jiwa manusia. 
Pasal-pasal dalam KUHP yang membicarakan masalah kejahatan 
terhadap nyawa manusia khususnya dalam Bab XIX Buku II mulai dari Pasal 
338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Dari rentetan pasal tersebut yang 
mengatur tentang kejahatan nyawa manusia maka pasal yang dianggap 
paling mendekati pengertian euthanasia adalah Pasal 344 KUHP. Adapun 
bunyi Pasal 344 KUHP sebagai berikut : 
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“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang 
itu sendiri yang disebabkan dengan nyata-nyata dan sungguh-
sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. 
Pasal di atas menunjukkan bahwa seseorang dilarang atau tidak 
diperbolehkan menghilangkan nyawa orang lain walaupun perbuatan itu 
dilakukan dengan alasan bahwa korban sendiri yang menghendakinya. 
Dalam hal ini yang diancam hukuman adalah orang yang melakukan tindakan 
guna mengakhiri hidup orang lain, oleh karena sulit rasanya membayangkan 
bahwa seseorang sampai hati bahkan tega “merampas nyawa orang lain” 
walaupun perbuatan itu dilakukan atas permintaan yang bersangkutan 
apalagi orang tersebut seharusnya mendapatkan pertolongan sebab telah 
mengalami penderitaan akibat sakit yang dideritanya. 
E. Pandangan HAM Tentang Euthanasia 
Hak azasi manusia (HAM) selalu dikaitkan dengan hak hidup, hak 
damai, & sebagainya. Tapi tidak tercantum jelas adanya hak seseorang untuk 
mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran HAM, terbukti 
dari aspek hukum euthanasia yang cenderung menyalahkan tenaga medis 
dalam pelaksanaan euthanasia. Sebenarnya, dengan dianutnya hak untuk 
hidup layak & sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit 
adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala 
ketidaknyamanan atau lebih jelas lagi dari segala penderitaan yang hebat. 
41 
 
F. Ketentuan Hukum Islam Yang Erat Kaitannya Dengan Nyawa 
Di dalam Al-Qur’an Surat Al-Malik ayat 2, diingatkan bahwa hidup dan 
mati adalah ditangan Tuhan yang menciptakan untuk menguji iman, amalan 
dan ketaatan manusia terhadap Tuhan. Karena itu islam sangat 
memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada 
di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. 
Karena hidup dan mati ada di tangan tuhan dan merupakan karunia 
dan wewenang tuhan, maka islam melarang orang melakukan pembunuhan, 
baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan 
apapun. Dalil-dalil yang erat kaitannya dengan menghilangkan nyawa : 
1. Firman-Firman Allah dalam 
a. Surat An-Nisa ayat 29 : 
“dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barang siapa berbuat 
demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan 
memusnahkannya dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah 
bagi Allah”. 
 
b. Surat Al An’am ayat 151 : 
“katakanlah! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan 
Tuhan kepadamu, yakni: Janganlah kamu mempersekutukan dia 
dengan sesuatu pun, berbaktilah kepada orang tuamu. Dan 
janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeky kepadamu dan kepada 
mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang 
bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali sebab-
sebab yang dibenarkan terang ataupun sembunyi. Dan janganlah 
kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali 
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karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari’at. Begitulah yang 
diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu memikirkannya. 
 
c. Surat Al Isra’ ayat 31 : 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
melarat. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan 
kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa 
besar. 
 
d. Surat Al A’raf ayat 34 : 
“Bagi tiap-tiap umat itu ada batas waktu tertentu (ajal atau mati), 
sebab itu bila datang waktunya itu, mereka tidak dapat mengulur 
barang seketika dan tidak pula dapat mempercepatnya’. 
 
e. Surat Al Isra ayat 85 
“katakanlah olehmu, roh itu adalah urusan Tuhan 
f. Surat Ali Imran ayat 185 
“Tiap-tiap diri pasti merasakan mati” 
g. At-Taubah ayat 36 
“Dan janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri” 
Dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas, dapat diambil kesimpiulan bahwa 
agama islam melarang orang untuk melakukan bunuh diri (Surat An-Nisa ayat 
29-30). Larangan keras seseorang membunuh orang lain, karena takut 
kemiskinan dan kemelaratan (Surat Al An’am ayat 151 dan Surat Al Isra’ ayat 
31). Sedangkan Surat Al A’raf ayat 34 mengajarkan bahwa masalah mati dan 
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hidup manusia itu ada di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat 
menentukannya. 
2. Hadits-Hadits Nabi antara lain : 
a. Hadits riwayat Bukhari dan Muslimin dari Abu Hurairah r.a., 
yang menerangkan bahwa pada waktu menjelang perang 
khaibar, Nabi memberitahukan para sahabat bahwa ada 
seseorang yang mengaku islam (yang ternyat munafik), tetapi ia 
akan masuk neraka. Dan setelah terjadi peperangan, ternyata 
orang yang disinyalir Nabi berperang dengan sungguh-sungguh 
sampai ia luka parah hal ini disampaikan kepada Nabi, tetapi 
Nabi tetap menyatakan bahwa orang itu akan masuk neraka, 
sehinggah sebagian sahabat menjadi heran dan ragu. Namun 
kemudian segera ada berita yang disampaikan kepada Nabi 
bahwa benar orang itu luka parah akibat dari peperangan dan 
pada malam harinya ia bunuh diri karena ia tak tahan 
merasakan sakit dan luka parahnya. Mendengar laporan itu, 
Nabi membaca takbir lalu bersabda, “Aku bersaksi 
bahwasannya aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya. 
Kemudian Nabi menyuruh bilal untuk mengumumkan bahwa 
“tidak akan masuk surga orang yang menyerahkan jiwanya 
kepada Allah dan Allah mengokohkan orang ini dengan orang 
fasik”. 
 
b. Hadits riwayat Bukhari dan muslimin dari Jundub bin Abdullah 
r.a.: Telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang 
lelaki yang mendapatkan luka, lalu keluh kesalahan ia. Maka ia 
mengambil pisau lalu memotong tangannya dengan pisau itu. 
Kemudian tidak berhenti-henti darahnya keluar sehinggah ia 
mati, maka Allah bersabda. “Hambaku telah menyegerakan 
kematiannya sebelum aku mematikan. Aku mengharamkan 
surga sebelum aku mematikan. Aku mengharamkan surga 
untuknya. 
 
c. Nabi Muhammad bersabda : apabila kamu mengunjungi orang 
sakit, hilangkanlah kecemasan hatinya tentang ajalnya, 
sesungguhnya yang demikian itu tidak merobohkan sesuatu. 
Tetapi dapat menenangkan jiwanya. 
d. Hadits riwayat Annas r.a. yang menerangkan bahwa Rasulullah 
pernah bersabda : Janganlah tiap-tiap orang dari kamu 
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meminta-minta mati, karena kesukaran yang menimpanya, jika 
memang sangat perlu ia berbuat demikian, maka ucapkanlah 
doa sebagai berikut : Ya Allah perpanjangkanlah umurku, kalau 
memang hidup lebuh baik bagiku, dan matikanlah aku 
manakalah memang mati lebih baik bagiku. 
 
e. Ahmad bin Hanbal menerangkan bahwasanya Allah tidaklah 
menurukan suatu penyakit, melainkan diturunkannya pula 
penyembuh baginya, yang diketahui oleh yang mengetahuinya 
dan tidal diketahui oleh yang tidak diketahui. 
 
Ayat Al-qur’an dan hadits-hadits tersebut di atas dengan jelas 
menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan 
apapun. Misalnya, seorang penderita AIDS atau kanker tahap akhir yang 
sudah tidak ada harapan sembuh lagi secara medis dan telah kehabisan 
harta untuk biaya pengobatannya, Islam tetap melarang si penderita 
menghabisi  nyawanya, baik dengan tangannya snediri maupun dengan 
bantuan orang lain, sekalipun dokter yang merawatnya dengan car 
memberikan suntkan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya 
(euthanasia positif), atau dengan car menghentikan segala pertolongan 
terhadap si penderita yang menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri 
atatu dengan bantuan orang lain itu berarti ia mendahului atau melanggar 
kehendak dan wewenang Tuhan. 
Menurut Hukum Pidana Islam, orang yang menganjurkan atau 
menyetujui atau membantu seseorang yang bunuh diri adalah berdosa dan 
dapat dikenakan hukuman ta’zir. Demikian pula apabila orang gagal 
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melakukan bunuh diri, sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat 
dikenakan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir adalah hukuman terhadap suatu 
tindak pidana yang tidak ditentukan hukumannya oleh Al-qur’an dan hadits. 
Berat ringannya hukuman ta’zir itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim 
yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan 
tindak pidanany, pelakunya dan situasi seta kondisinya dimana tindak pidana 
itu terjadi. 
Di dalam prakteknya euthanasia dibagi menjadi dua, yaitu : 
Pertama, euthanasia aktif adalah suatu tindkan mempercepat 
proses kematian secar aktif dengan mempergunakan instrument (alat), 
seperti pemberian obat secara over dosis, maupun suntikan. Sejalan 
dengan pendapat masjfuk yang melarang euthanasia aktif, Yusuf 
Qardhawi pun berpendapat bahwa dalam euthanasia aktif dokter telah 
melakukan pembunuhan, meskipun yang mendorongnya adalah rasa 
kasihan kepada si pasien dan untuk meringankan penderitaannya. 
Karena bagaiman si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang 
dari pada dzat yang menciptakan-Nya, karena dialah yang 
memberikan kehidupan manusia dan mencabutnya apabila telah tiba 
ajalnya yang telah ditetapkan-Nya. 
Kedua, euthanasia pasif. Pada euthanasia ini Dr. Yusuf 
Qardhawi berbeda pandangan dengan Prof. Masjfuk yang melarang 
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dilakukannya euthanasia pasif. Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf 
adalah karena pasien hanya dibiarkan tanpa pengobatan untuk 
memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter 
bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak 
memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah dan 
hukum sebab-akibat. 
Pengobatan atau berobat hukumnya wajib apabila si penderita dapat 
diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan 
sembuh sesuai dengan hukum sebab akibat dan sunnatullah yang diketahui 
dan dimengerti oleh para ahlinya yaitu dokter, maka tidak ada seorangpun 
mengatakan musthahab berobat apalagi wajib. 
Apabila penderita sakit diberi macam cara pengobatan dengan cara 
minum obat, suntikan dan menggunakan alat bantu pernapasan dan 
sebagainya dengan penemuan ilmu kedokteran modern, dalam waktu yang 
cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka 
selanjutnya pengobatan itu tidak wajib dan tidak musthahab, bahkan mungkin 









A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, 
maka dipilih lokasi penelitian di Kota Makassar, yaitu RSUD Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, 
karena relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Selain itu, 
penulis juga melakukan penelitian di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan sangat 
memudahkan untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan skripsi 
ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 
cara memberikan kuisioner dan wawancara kepada Dokter dan pakar 
hukum di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan 
2. Data Sekunder, yaitu data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, 
jurnal-jurnal ilmiah, dan data yang diperoleh dari Perpustakaan 
Universitas Hasanuddin yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 




C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode 
quisoner, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan kepada Dokter RSUD Wahidin Sudirohusodo, Pakar 
hukum pidana dan Kesehatan serta melakukan wawancara, yaitu 
teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab kepada pakar 
hukum di bidang hukum pidana dan kesehatan. Data-data sekunder 
dikumpulkan melalui teknik kajian peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah secara 
content analysis, yaitu mengolah data-data untuk menghasilkan kesimpulan 
dan rekomendasi. Kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis 
1. Euthanasia Dalam Dunia Kedokteran 
Tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya kepada 
sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat 
kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, 
maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemulyaan 
profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya 
semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat 
keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Keahlian di bidang ilmu dan 
teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau dalam 
prakteknya disertai oleh norma-norma etik dan moral. Hal tersebut diinsyafi 
oleh para dokter diseluruh dunia, dan hampir tiap-tiap negara telah 
mempunyai kode etik kedokterannya sendiri-sendiri. Pada umumnya kode 
etik tersebut didasarkan pada sumpah Hipocrates yang dirumuskan kembali 
dalam pernyataan himpunan Dokter sedunia di London bulan Okober tahun 
1949 dan diperbaiki oleh sidang ke-22 Himpunan tersebut di Sydney bulan 
Agustus tahun 196810. 
Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui 
serta mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat 
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 Aris Wibudi, Euthanasia, (Bogor: ITB, 2002), Hlm. 12 
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secara mutlak pada diri seseorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu 
kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas 
ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Oleh sebab itulah, para dokter 
diseluruh dunia bermaksud berdasarkan tradisi dan disiplin kedokteran 
tersebut dalam suatu etik professional yang sepanjang masa mengutamakan 
penderita yang minta berobat serta keselamatan dan kepentingan penderita 
tersebut. Sejak permulaan sejarah kedokteran pula para dokter berkeyakinan 
bahwa suatu etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas asas-asas 
etik yang mangatur hubungan  antar manusia dan umumnya. Disamping itu 
harus memiliki akar-akarnya dalam filsafat masyarakat yang diterima dan 
dikembangkan terus dalam masyarakat itu 
Secara universal, kewajiban dokter tersebut telah tercantum dalam 
Declaration of Genewa yang merupakan hasil musyawarah Ikatan Dokter se-
Dunia di Genewa pada bulan September tahun 1948. Didalam Deklarasi 
tersebut antara lain dinyatakan sebagai berikut : 
“ I will maintain the atmost respect for human life from the time  of 
conception, even under threat, I will not use my medical knowledge 
contrary to the lows of humanity.”11 
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 Rabdhan Purnama, Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum (http://rabdhanpurn 
ama.blogspot.com/2012/07/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html), diakses pada hari 




Khusus untuk  di Indonesia, pernyataan semacam ini secara tegas 
telah dicantumkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang mulai 
berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969, berdasarkan surat keputusan Menteri 
Kesehatan RI tentang : Pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran 
Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode Etik kedokteran Indonesia ini 
dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 30 Agustus 
tahun 1969 Nomor 55/WSKN/1969.12 
Dengan demikian, berarti di negara manapun di dunia ini seorang 
dokter mempunyai kewajiban untuk  “menghormati setiap hidup insan mulai 
saat terjadinya pembunuhan” dalam hal ini berarti pula bahwa bagaimana 
pun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi  
dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Dalam keadaan demikian 
mungkin pasien itu sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau 
sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi dalam 
hubungan ini, dokter tidak boleh melepaskan diri  dari kewajiban untuk selalu 
melindungi hidup manusia, sebagaiman yang diucapkan dalam sumpahnya. 
Semua perbuatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan 
untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia 
harus memberi pertolongan guna mempertahankan dan memeliharan 
kehidupan manusia. Walaupun kadang-kadang ia terpaksa melakukan 
operasi yang sangat membahayakan, akan tetapi tindakan ini di ambil setelah 





di pertimbangkan secara mendalam bahwa tidak ada jalan lain untuk 
menyelamatkan jiwa, supaya pasien dapat terhindar dari ancaman maut. 
Sekalipun dalam operasi tersebut mengandung banyak resiko. Oleh sebab 
itulah, sebelum operasi di mulai perlu adanya pernyataan persetujuan secara 
tertulis dari pasien dan keluarganya13. 
Karena naluri terkuat dari manusia adalah mempertahankan hidupnya, 
dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etika 
kedokteran, dokter tidak diperbolehkan melakukan hal-hal14 :  
b. Menggugurkan kandungan (abortus provocatus), 
Tidak hanya dalam dunia kedokteran, ternyata masalah abortus 
provocatus  ini pun dalam hukum pidana kita juga dilarang. 
Sebagai contoh dapat kita lihat dalam pasal 346 KUHP, yang 
menyatakan  sebagai berikut : 
 
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 
mematikankandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 
 
Walaupun abortus provocatus ini merupakan perbuatan yang 
terlarang, namun hal ini masih dapat diterobos oleh seorang 
dokter, dengan pertimbangan untuk pengobatan dan apabila 
perbuatan itu hanya merupakan satu-satunya jalan untuk menolong 
jiwa si ibu dari bahaya maut. Keputusan melakukan abortus 
provocatus ini harus diambil sekurang-kurangnya oleh dua dokter, 
dengan persetujuan tertulis daripada perempuan yang hamil dan 
suaminya, atau keluarganya yang terdekat. Abortus jenis ini disebut 
sebagai : abortus provocatus therapeuticus. 
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 Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia Hak Azasi Manusia, 
Manusia Dan Hukum, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 1984), Hlm. 81 
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 Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, Dokter Dan 




c. Mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan 
pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (Euthanasia). 
 
Karena penderitaan yang tidak tertahankan lagi, bukan mustahil 
pasien yang penyakitnya sudah tidak mungkin disembuhkan itu, minta agar 
hidupnya diakhiri saja. Sampai sebegitu jauh, tidak semua orang setuju akan 
prinsip Euthanasia. Para dokter pun begitu halnya. Pada umumnya kelompok 
yang menentang, mengemukakan alasan yang bertitik tolak dari segi 
religious. Pada pokoknya kelompok ini menyatakan, segala sesuatu yang 
dialami oleh manusia memang dijadikan oleh Tuhan dan harus dipikul oleh 
manusia, karena hal itu mengandung makna dan tujuan tertentu. Dengan 
demikian  berarti penderitaan seseorang dalam sakit yang tengah 
dideritanya, walau bagaimanapn keadaannya memang sudah menjadi 
kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mengakhisri hidup seseorang yang sedang 
menerima cobaan Tuhan tentunya tidak dibenarkn. Argumentasi yang 
demikian tadi rupa-rupanya juga dikemukakan dalam penjelasan Kode Etik 
Kedokteran Indonesia, Bab II, Pasal 9 yang sekaligus juga mencerminkan 
sikap atau pandangan para dokter di Indonesia, tentang prinsip Euthanasia. 
Dibeberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika mulai banyak 
terdengar suara-suara yang pro terhadap prinsip adanya euthanasia ini. 
Mereka berusaha mengadakan suatu gerakan untuk menguatkan dalam 
undang-undang negaranya. Bagi orang-orang yang kontra terhadap prinsip 
eutahanasia, berpendapat bahwa tindakan demikian itu sama saja dengan 
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membunuh. Indonesia sebagai negara yang beragama dan ber-Pancasila, 
percaya kepada kekuasaan mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala 
sesuatu diciptakan-Nya, dan penderitaan yang dibebankan kepada makhluk 
manusia, ada arti dan maksudnya. Oleh sebab itu, dokter harus 
mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan 
penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhiri hidup daripada 
sesama manusia15. 
“Saya tidak hidup. Saya dibuat untuk hidup. Saya tetap hidup. Untuk 
siapa, untuk apa yang tak saya ketahui, yang saya tahu saya hanyalah mayat 
hidup!” ratap Vincent Humbert. Kondisi tanpa daya ini membuat Vincent tak 
mau meneruskan hidupnya. Pada November 2002, ia mengirimkan surat 
kepada Presiden Prancis, Jacques Chirac, meminta agar ia diberi hak untuk 
mati. Chirac membalas surat Vincent dan menelponnya ke rumah sakit, 
menjelaskan bahwa ia tak bisa memenuhi permintaannya itu. Vincent pun 
akhirnya menyusun rencana kematian bersama ibunya, Marie Humbert. Ia 
juga menulis buku berisi penjelasan soal kasusnya dibantu seorang 
wartawan bernama Frederick Veille. Kemudian tepat tiga tahun setelah 
kecelakaan, Vincent dan Marie melaksanakan rencana mereka, Marie 
menyuntikkan obat penenang dengan dosis berlebih ke pembuluh darah 
putranya. Hari berikutnya, buku karya Vincent, Jé Vous Demande le Droit de 
Mourir (Saya Meminta Pada Anda Hak untuk Mati).  
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Di Indonesia pun pernah heboh soal euthanasia. Menjelang 
pengumuman putusan permohonan penetapan euthanasia oleh Hasan 
Kesuma atas nama istrinya, Agian Isna Nauli oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Ketua Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar 
Sitorus sebagai kuasa hukum Hasan mengatakan pihaknya sudah 
mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia menambahkan : 
“Apabila PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan kami, maka 
kami akan melanjutkan dengan meminta pihak yang akan melakukan 
eksekusi. Sedangkan kalau PN Jakarta Pusat menolak gugatan kami, 
maka kami akan mengajukan upaya hukum berupa penetapan ke 
Mahkamah Agung”.16 
 
Iskandar mengatakan kekecewaannya kepada Menteri Kesehatan 
pada waktu itu (Siti Fadillah Supari) yang pernah menjanjikan akan 
menanggung biaya Ny. Agian selama berada di Rumah Sakit Cipto Mangun 
Kusumo (RSCM) Jakarta beberapa waktu lalu di hadapan media massa. Tapi 
kenyataannya menurut Iskandar, sampai saat ini hal tersebut belum 
terealisasi. “Lima menit setelah Ibu menteri menyatakan hal itu, datang bill 
pengobatan untuk Hasan. Ini namanya kebohongan publik yang dilakukan 
oleh pejabat negara. 
Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya kepada 
sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat 
kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, 
maka setiap dokter perlu menghayati etika kedokteran , sehingga kemulyaan 
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profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya 
semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat 
keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Keahlian dibidang ilmu dan 
teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Salah satu pasal 
dari Kode Etik Kedokteran Indonesia yang relevan dengan masalah 
euthanasia, adalah Pasal 9 yang berbunyi "Seorang dokter harus senantiasa 
mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani." Dalam 
penjelasan Pasal 9 di atas, diuraikan bahwa segala perbuatan terhadap si 
sakit bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan 
sendirinya dokter harus mempertahankan dan memelihara kehidupan 
manusia, meskipun hal itu kadang-kadang akan terpaksa melakukan 
tindakan medik lain misalnya operasi yang membahayakan. Tindakan ini 
diambil setelah diperhitungkan masak-masak bahwa tidak ada jalan lain 
untuk menyelamatkan jiwa si sakit selain pembedahan, yang selalu 
mengandung resiko. 
Naluri terkuat dari makhluk hidup termasuk manusia adalah 
mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan 
berfikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian, membangun 
dan mengembangkan ilmu untuk menghindarkan diri dari bahaya maut 
adalah merupakan tugas dokter. Ia harus berusaha memelihara dan 
mempertahankan hidup makhluk insani. Hal ini, berarti dokter dilarang 
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mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun menurut ilmu kedokteran 
dan pengalamannya pasien tidak mungkin sembuh. 
Jadi, jelas bahwa Kode etik kedokteran Indonesia melarang tindakan 
euthanasia aktif. Dengan kata lain, dokter tidak boleh bertindak sebagai 
Tuhan (don’t play god). Medical ethics must be pro life, not pro death. Dokter 
adalah orang yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan, bukan orang 
yang menentukan kehidupan itu sendiri (life savers, not life judgers).  
Sebetulnya kode etik kedokteran Indonesia sudah lama berorientasi pada 
pandangan-pandangan Hippocrates yang telah lama menerima euthanasia 
pasif. Begitu juga dengan  kode etik kedokteran Indonesia, berarti ia juga 
menerima euthanasia dalam bentuk pasif. 
Bila dirasakan penyakit pasien sudah tidak dapat disembuhkan 
kembali, maka lebih baik dokter membiarkan pasien meninggal dengan 
sendirinya. Tidak perlu mengakhiri hidupnya, dan juga tidak perlu berusaha 
keras untuk mempertahankan kehidupannya, karena kematiannya sudah 
tidak dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi, perawatan (pengobatan) seperlunya 
masih tetap dilakukan. Asalkan jangan mengada-ada melakukan tindakan 
medik (yang sebetulnya tindakan medik itu sudah tidak diperlukan lagi), 
apalagi dengan motif-motif tertentu, misalnya mencari keuntungan sebesar-
besarnya di atas penderitaan orang lain.  
Adalah tugas ilmu kedokteran untuk memebantu meringankan 
penderitaan pasien, atau bahkan berusaha menyembuhkan penyakit selama 
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masih dimungkinkan. Pasien yang benar-benar menderita atas penyakitnya, 
sudah menjadi tugas dokter untuk ikut membantu meringankan 
penderitaanya, walaupun kadang-kadang dari tindakan peringanan tersebut 
dapat mengakibatkan hidup pasien diperpendek secara perlahan-lahan 
(euthanasia tidak langsung).   
2.  Euthanasia dan Hak Untuk Mati 
Lain di Pengadilan, lain pula dengan di dunia medis. Apabila di 
Pengadilan seorang hakim dapat menentukan kematian seseorang dengan 
melalui pidana mati yang dijatuhkannya, dalam dunia medis, seorang dokter 
bahkan diwajibkan senantiasa melindungi makhluk hidup indani, 
sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Masalah 
“hak untuk mati” di dunia, terutama di negara-negara maju, masa kini sangat 
intensif dipermasalahkan. Seorang pasien yang sudah tidak ada harapan 
untuk hidup lagi dari segi medis, kemudian diminta oleh keluarganya supaya 
penderitaannya dihentikan saja oleh dokter, sering terjadi di Negara-negara 
maju dewasa ini. Bahkan keluarga pasien yang sudah tidak ada harapan lagi 
itu, mengajukan permintaan kepada pengadilan atau pejabat yang 
berwenang supaya memberikan legalisasi untuk mati. 
Masalah “hak untuk mati” atau the right to die ini berhubungan erat 
dengan definisi daripada kematian. Hal ini timbul sehubungan dengan 
adanya kenyataan bahwa profesi medis dewasa ini, sudah mampu untuk 
menciptakan alat-alat ataupun mengambil tindakan-tindakan  yang dapat 
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memungkinkan seseorang yang mengalami kerusakan otak (brain death), 
tetapi jantungnya tetap hidup dan berdetak dengan bantuan sebuah 
“respirator”. Di negara-negara maju sudah banyak yang memberikan definisi 
tentang kematian, tetapi definisi yang diajukan itu hanya bersifat khusus. Jadi 
sampai sekarang belum ada yang memberikan definisi kematian secara 
umum, dan untuk segala tujuan yang bersifat umum. Definisi khusus itu 
biasanya akibat kemajuan yang telah dicapai dalam bidang medis, sehingga 
hanya merupakan salah satu kriteria saja, dan terbatas untuk tujuan-tujuan 
operasi transplantasi organ tubuh (Anatomical Gifts).  
Sebagai suatu contoh dapat disebutkan definisi kematian yang telah 
diterima oleh The American Association tahun 1975, yang menyatakan 
kematian adalah “for all legal purpose, a human body with irreversible 
cassation of total brain function, accrding to medical practice, shall be 
considered dead”. Definisi kematian ini diterima sebagai akibat dripada 
perkembangan ilmu kedokteran, sehubungan dengan “organtransplants”, 
mencabut alat-alat untuk menopang kehidupan seseorang dan menghentikan 
segala tindakan untuk menghidupkan kembali. 
Kebutuhan akan definisi baru tentang kematian berkembang sebagai 
akibat  langsung daripada meningkatnya kemampuan profesi medis untuk 
mempertahankan kehidupan seseorang yang jantungnya terus berdetak, 
tetapi otaknya tetap tidak berfungsi secara permanen, berhubung adanya 
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kerusakan yang parah. Sehubungan dengan persoalan ini, timbul bermacam-
macam pendapat, baik yang bersifat juridis moral maupun medis. 
Sedangkan definisi kematian yang dipakai di pengadilan-pengadilan 
terhadap kasus-kasus yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, 
menganggap bahwa apabila masih bernapas, berarti belum dikatakan mati, 
apabila orang tersebut sudah tidak bernapas lagi berarti orang tersebut telah 
mati. Memang banyak kasus yang terjadi, misalnya pembunuhan, yang 
menyebabkan kematian, pada umumnya orang yang dibunuh tersebut 
setelah tidak bernapas lagi, kemudian langsung dikubur begitu saja. Dengan 
demikian proses selanjutnya di pengadilan, hakim mendefinisikan bahwa 
orang tersebut mati karena terbunuh, yang akhirnya terdakwanya dikenakan 
sanksi sesuai dengan pasal yang mengatur tentang pembunuhan itu. Kalau 
dipakai definisi demikian, dan dihubungkan dengan masalah euthanasia, 
seseorang yang sudah tidak bernapas, sedang otaknya masih merangsang, 
jadi belum dikatakan sebagai brain death. Apakah hal ini juga disebut 
sebagai mati oleh pengadilan? Oleh karena itulah, perlu dirumuskan suatu 
definisi tentang kematian yang bersifat umum, yang dapat menjangkau 
masalah medis dan juga dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan 
hukum, terutama hukum pidana. Hal ini sangat penting artinya didalam 
menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan euthanasia, yang 
selama ini belum juga dapat ditolerir di negara-negara yang berkembang 
terutama di Indonesia. 
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Walaupun euthanasia ini merupakan perbuatan yang terlarang dan 
diancam pidana seperti diatur Pasal 344 KUHP, namun pencantuman 
larangan ini dirasakan kurang efisien, karena sampai sejauh ini belum ada 
kasus yang sampai ke pengadilan. Oleh sebab itu, untuk perkembangan 
selanjutnya penulis ingin mengetengahkan  dua kemungkinan terhadap 
masalah euthanasia dengan mengadakan peninjauan  kembali terhadap 
perumusan Pasal 344 KUHP, ataukah menyatakan bahwa perbuatan 
euthanasia itu sebagai perbuatan yang tidak dilarang dengan mencantumkan 
syarat-syarat tertentu sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai 
“dekriminalisasi”. Apabila yang ditempuh adalah tetap mempertahankan 
euthanasia dalam segala bentuknya sebagai perbuatan yang terlarang, maka 
perumusan Pasal 344 KUHP perlu ditinjau kembali. Hal ini dimaksudkan agar 
memberikan kelonggaran kepada penunutut umum agar lebih memudahkan 
di dalam mengadakan pembuktian terhadap kasus yang terjadi. 
Selama ini mungkin saja euthanasia ini, terjadi di Indonesia. Apakah 
dengan terjadinya euthnasia itu kemudian penuntut umum dapat 
membuktikannya? Sulit rasanya hal ini dapat dipecahkan. Menurut pendapat 
dokter, memang Euthanasia di Indonesia ini belum pernah terjadi. Tetapi 
dengan kemajuan dan perkembangan keadaan yang selalu meningkat ini, 
tidak mustahil euthanasia ini dilakukan secara diam-diam. Karena jelas para 
dokter di Indoneisa yang terhimpun dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, menganut bahwa paham 
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hidup dan mati, tidak merupakan hak daripada manusia, melainkan hak dari 
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, para dokter di Indonesia, tidak 
menganut prinsip euthanasia, sebab disamping masalah mati itu merupakan 
hak daripada Tuhan Yang Maha Esa, juga melanggar sumpah Hipocrates 
yang pernah diucapkan para dokter. 
Kemungkinan kedua adalah menyatakan bahwa euthanasia merupakan 
perbuatan yang tidak terlarang, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 
ini misalnya : 
-     Bagi pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi akan 
kehidupannya menurut ukuran medis, yang dinyatakan oleh dokter 
yang merawatnya, 
-     Usaha penyembuhan yang dilakukan selama ini sudah tidak 
berpotensi lagi, 
-         Pasien dalam keadaan in a persistent vegetative state. 
Bagi pasien yang dalam keadaan seperti ini, sebaliknya euthanasia 
dapat dilakukan. Disamping syarat-syarat yang limitatif tersebut, dapat 
ditambah lagi, misalnya dengan disertai permohonan tertulis dari pasien dan 
keluarganya, dengan membubuhkan tandatangannya, dan pada surat 
tersebut dibubuhi pula tandatangan dari para saksi-saksi. Dalam hal ini, 
euthanasia dapat dijalankan, dengan menyatakan pelakunya mempunyai 
kekebalan terhadap pasien yang memenuhi syarat-syarat tertentu tadi, dan 
tetap dilarang bila dilakukan terhadap orang-orang yang masih sehat, dan 
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memenuhi syarat-syaratnya. Ini dimaksudkan dengan diperbolehkannya 
euthanasia, agar tidak disalahkan penggunaannya. Apabila dokter merasa 
takut akan melanggar sumpah Hipocrates yang pernah diucapkannya, maka 
masih ada jalan yang masih dapat ditempuh yaitu dengan memberikan tugas 
kepada mantri atau perawat yang lain, yang tidak pernah mengucapkan 
sumpah dokter. Kiranya hal ini dapat dilakukannya, mengingat hanya sekedar 
mencabut “respirator” atau alat-alat yang lain, yang digunakan untuk 
memperpanjang hidup pasien yang tengah menderita dengan tiada akhir 
tersebut. Dengan demikian “hak untuk mati” juga dihormati adanya, walaupun 
hak ini tidak secara tegas dicantumkan sebagaimana “hak untuk hidup”. 
Dalam kondisi yang demikian  itu pula, seseorang yang mempergunakan 
“hak untuk mati”-nya. Jadi pengakuan terhadap “hak untuk mati” ini tidak 
bersifat mutlak, tetapi dalam keadaan yang memaksakan untuk 
mengakuinya. 
3. Beberapa Pandangan Tentang Euthanasia 
Dalam bagian ini, penulis mencoba menyajikan beberapa contoh 
kasus yang pernah terjadi di dunia barat dan memberi sedikit gambaran 
betapa sulitnya posisi para dokter dan tenaga kesehatannya sehubungan 
dengan pasien-pasien yang keadaannya semakin parah. Dalam kondsi ini 
dimana pasien yang mengalami sakit teramat sangat dan menurut 
pertimbangan medik sudah tidak dapat dipulihkan kesehatannya seperti 
sediakala, akankah dokter menyalahi sumpahnya, dengan menghentikan 
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segala daya upayanya terhadap pasiennya ataukah dokter membantu pasien 
tersebut untuk mengakhiri penderitaannya dengan mempercepat 
kematiannya, apakah emosi kemanusiaan kita tidak tersentuh melihat kondisi 
pasien yang hanya terbaring dan tidak merasakan apa-apa lagi, apakah tidak 
lebih baik membiarkan pasien yang bersangkutan menemui kematiannya 
dalam keadaan tenang. 
Apabila terdapa seorang pasien yang telah mengalami penderitaan 
karena sakit yang dideritanya sudah teramat parah dan keadaan ini oleh 
dokter sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi bahwa proses 
penyembuhan atas diri pasien tersebut sudah tidak ada harapan lagi bahkan 
secar ekonomis telah diketahui bahwa banyak biaya yang harus ditanggung 
oleh para keluarga pasien tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan 
pasien dan dalam situasi seperti ini tindakan para dokter yang  dilakukan 
terhadap diri pasien tersebut tidak lain hanya untuk mengurangi rasa sakit 
yang diderita oleh pasien. 
Dalam sebuah sandiwara “the rules of the game” karangan jean renior, 
seorang pemeran berkata, “tahukah kamu bahwa di dunia ini ada sesuatu 
yang mengerikan, ialah bahwa setiap orang ada alasan, akan tetapi tidak 
semua alasan dapat diterima”. Dalam hubungannya dengan penderitaan 
yang dialami oleh si pasien diatas, maka akan muncul banyak pendapat atau 
alasan dimana pendapat atau alasan tersebut akan berbeda satu dengan 
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lainnya, relativitas pendapat dan alasan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
keadaan social, budaya, dan ideology yang di anut oleh suatu komunitas 
bersama. 
Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam bagian ini penulis 
akan menyajikan beberapa kasus, yang antara lain sebagi berikut : 
Kasus pertama  
Dalam fase terakhir hidupnya, ia menderita sesak napas pneumonis 
amat luar biasa sehingga hidupnya hanya dapat diperpanjang melalui suatu 
trachotomi atau seuatu operasi pembuatan lubang dalam saluran 
pernapasannya dan kemudian memasang pernapasan artificial. 
Dua dokter dari staf medis rumah sakit tersebut bersama dua orang 
pendeta kemudian berunding, apakah pernapasan artificial tersebutdihrntikan 
atau tidak, dan ternyata keputusan yang diambil yaitu alat tersebut harus 
dihentikan. Berdasarkan keputusan itu maka alat penapasan artificial tersebut 
kemudian oleh dokter dihentikan. 
Kasus kedua 
Seorang lelaki mengalami kecelakaan di mana ia berkendaraan 
sepeda motor menabak sebuah mobil yang sedang parker dari belakang, dan 
dahinya berbenturan dengan bak belakang mobil tersebut. Setelah 
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pemeriksaan medic ternyata bahwa pecahan-pecahan tulang sudah 
memasuki bagian otak kepala depan sehingga dapat mengakibatkan suatu 
invaliditas psychis yang amat seriu, ditambah bahwa sebagai akibat tabrakan 
kedua mata pasien lelaki tersebut sedemikian rusak sehingga tidak lagi dapat 
berfungsi. Semua ini mengakibatkan bahwa pasien akan menjadi seorang 
invalidide psychis yang sekaligus buta (crazy and bilnd). Apakah perawatan 
medic dalam hal ini diteruskan atau dihentikan, keputusan yang diambil 
ternyata menghentikan perawatan medic dan kira-kira 9jam kemudian pasien 
meninggal dunia. 
Kasus ketiga 
Barangkali namanya tercatat dalam Guinness Book of Record sebagai 
manusia yang paling lama mengalami koma atau tidak sadarkan diri. Kasam 
seorang petugas pemadam kebakaran dari Ahmedabad, India, menderita 
cedera dikepalanya disertai beberapa keretakan tulang pada salah satu 
iganya ketika ia jatuh dari sebuah tangga, pada saat sedang memadamkan 
suatu kebakaran di ahmedabad india. 
Ketika itu juga ia dilarikan ke rumah sakit kotapraja Ahmedabad, 
ibukota Negara bagian Gurajat. Dan menurut para dokter yang 
menanganinya, Kasam telah mengalami serangan jantung dan terus tidak 
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sadarkan diri sejak mengalami serangan jantung dan terus terus tidak 
sadarkan diri sejak mengalami operasi keretakan tulangnya. 
Sampai saat ini sudah 12 tahun dia berbaring bagai mayat yang masih 
hidup, tidak sadarkan diri. Tragisnya para dokter yang merawatnya 
memperkirakan Kasam masih akan terus pingsan untuk waktu yang lama, 
tanpa dapat dipastikan sampai kapan Kasam akan sembuh. Kerut-kerut 
diwajah istrinya Suraibi terlihat jelas melebihi usianya yang setengah baya, 
kendati Suraibi memikul seorang diri tanggung jawab membesarkan lima 
orang anaknya, namun ia tetap setia mendampingi suaminya di rumah sakit. 
Saya ingin ia tetap hidup sepanjang ia masih mampu, kata istrinya. 
Wanita muslim itu tidak setuju dengan tindakan seorang ibu rumah 
tangga Amerika yang meminta pada pengadilan agar suaminya yang sudah 
tidak sadarkan diri selama tiga tahun diizinkan mati dengan cara 
menghentikan pemberian makanan buatan, diterapkan kepada suaminya 
walaupun didasarkan atas rasa kemanusiaan. 
Kasus Keempat 
Seorang wanita lanjut usia (85 tahun) telah tiga bulan menderita 
penyakit kanker lambung (maagcarcinoom). Pada saat diadakan 
pembedahan ternyata kanker tersebut telah mengalami penyebaran sampai 
pada selaput perut. Setelah operasi tersebut selesai ia malahan terus-
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menerus mengalami sakit pada dinding perutnya, di samping itu ia 
mengalami abses pada luka sehingga ia diberikan drainase dan dua kali 
mendapat serangan akut pada perutnya dan rasa sakitnya tidak segera 
hilang. Ia telah mengetahui diagnosa dan prognosa yang ditegakkan dan 
pada waktu dokter keluarga menjenguknya di rumah sakit ia telah 
menyinggung-nyinggung tentang euthanasia, pasien ingin segera keluar dari 
rumah sakit dan mengakhri kehidupannya di rumah perawatan orang-orang 
tua. Setelah mengalami perembukan dengan dokter ahli yang menangani 
penyakitnya yang pada prinsipnya menentang euthanasia, kepala perawatan 
dan seorang dokter kepercayaanny, maka pasien dipindahkan dari rumah 
sakit. Sehari sebelum ia meninggal, seorang pengasuh membawakan 
makanan untuknya namun ia menolak, karena konon tidak banyak 
manfaatnya lagi bagi dirinya dan sebentar lagi dirinya dan sebentar lagi 
dokter aka datang membawakan suntikan kepadanya agar ia dapat 
mengakhiri hidupnya dengan tenang. Setelah diadakan rapat antara direksi, 
bidang keperawatan, kalangan pengasuh rumah perawatan dan anak laki-laki 
serta mantu wanita pasien dan mengingat rasa sakit yang dahsyat, 
keterbatasan gerak pasien di tempat tidur, selu beluk pergizian, dan 




Beberapa contoh kasus diatas memperlihatkan kepada kita bahwa 
walaupun seseorang penderita suatu penyakit telah berada dalam keadaan 
sekarat dan tidak sadarkan diri sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan 
tetapi masih mampu hidup karena bantuan dengan alat respirator yang 
mempunyai makna secara artificial. Begitu besar makna dan manfaat 
teknologi kedokteran sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 
dalam situasi di mana manusia menghadapi suatu penyakit maka hidup 
seseorang tergantung sepenuhnya kepada bantuan teknologi kedokteran 
yakni “sebuah respirator” tersebut kemudian dicabut atau dihentikan maka 
berakibat hidup si sakit tersebut juga akan berakhir. 
Salah satu kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran sebagaimana 
diuraikan diatas yakni kemampuan untuk memperpanjang hidup seorang 
penderita meskipun penyakitnya tidak dapat dihilangkan, penyakit yang dulu 
dengan cepat mematikan bahkan merupakan penyebab kematian, kini 
dengan bantuan alat yang disebut respirator penyakit telah dapat ditekan 
sehingga kematianpun tidak segera datang. Akan tetapi untuk itu manusia 
harus terus-menerus tanpa mengetahui kapan harus dihentikan. 
Oleh karena semakin berkembangnya pemikiran tentang euthanasia, 
sebagai akibat pengobatan yang harus dijalani seorang penderita secara 
terus-menerus tanpa henti di mana penyakitnya tidak segera sembuh atau 
dapat dipulihkan berkat pengobatan tersebut mak seiring dengan itu 
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penafsiran tentang penderitaan pun telah berubah tidak hanya menyangkut si 
penderita tetapi juga menyangkut keluarga si penderita, maksudnya 
perawatan yang berkepanjangan yang tidak akan membebaskan penderita 
dari penyakitnya akan membebani ekonomi keluarga selain juga waktu, 
tenaga dan pikiran, apalagi jika yang menderita sakit adalah pencari nafkah 
utama terhadap keluarganya dalam hal ini perawatan yang berkepanjangan 
benar-benar memikul keluarga. 
Memang suatu ironi, di mana sejak dahulu manusia selalu berusaha 
menemukan teknologi tentang kehidupan utamanya untuk mencegah atau 
menghambat datangnya kematian, namun ketika teknologi kedokteran 
memperlihatkan keberhasilannya dalam memperpanjang hidup bahkan 
menghambat kematian banyak manusia yang justru berubah, takut akan 
upaya perpanjangan kehidupan tersebut bahkan lebih memilih mati daripada 
hidup. Masalah hak untuk mati atau the right to die mempunyai kaitan erat 
dengan kematian di mana hal ini timbul sehubungan dengan adanya 
kenyataan bahwa profesi medis pada dewasa ini sudah mampu menciptakan 
alat-alat maupun mengambil tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan 
seseorang yang mengalami kerusakan otak atau brain death tetapi 
jantungnya tetap hidup dan berdetak dengan bantuan respirator sehingga 
kehidupannya dapat dipertahankansampai waku yang tidak diketahui kecuali 
apabila alat respirator tersebut kemudian dicabut. 
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Dalam keadaan di mana keadaan penderita tetap bertahan dengan 
bantuan alat respirator tersebut kemudian timbul pendapat, mengapa tidak 
diserahkan saja kepada penderita dan keluarganya untuk mengambil 
keputusan terbaik bagi mereka. Oleh karena itu muncullah pandangan 
tentang hak untuk mati atau the right to die atau hak untuk mati dengan 
tenang di tangan keluarganya. Jika mereka sepakat memilih hal tersebut 
mengapa orang lain menghalagi, adakah orang lian tersebut akan 
menanggung penderitaan si sakit dan keluarganya. Perkembangan pemikiran 
tentang hak untuk mati atau menentukan nasib sendiri telah mengalami 
perkembangan seiring dengan kemajuan yang telah di capai oleh masyarakat 
di dunia barat dengan mengatasnamakan kemanusiaan. 
Dengan kemajuan tersebut penderitaan akibat penyakit yang di derita 
secara berkepanjangan dan berlarut, memperbolehkan mereka 
menggunakan haknya untuk mati dengan jalan meminta para dokter untuk 
menghentikan pengobatannya yang selama ini diberikan kepadanya ataupun 
meminta agar diberikan obat dengan dosis tinggi sehingga penderita akan 
segera menemui kematiannya. 
Menyangkut hak untuk menentukan nasib sendiri atau hak untuk mati 
yang oleh sebagian pandangan yang berkembang di  dunia barat dianggap 
sebagai refleksi atas diakuinya hak-hak asasi manusia khususnya hak untuk 
hidup oleh declaration of human rights tanggal 10 desember 1948, oleh 
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negara-negara tertentu seperti Indonesia yang masih menganut dan 
senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan moral ketimurannya serta 
berkiblat kepada ajaran agama masing- masing warganya tentunya harus 
memperhatikan situasi ini. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pandangan 
bangsa Indonesia terhadap hak untuk mati atau hak untuk menentukan 
nasibnya sendiri juga berbeda dengan pandangan yang diakui oleh bangsa-
bangsa lain di dunia. 
B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Euthanasia 
1. Euthanasia Menurut Hukum Di Berbagai Negara 
Sejauh ini etanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia 
serta ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss 
dan dibeberapa negara dinyatakan sebagai kejahatan seperti di Spanyol, 
Jerman dan Denmark. 
Belanda 
Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang 
yang mengizinkan euthanasia, undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku 
sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara 
pertama di dunia yang melegalisasi praktik etanasia. Pasien-pasien yang 
mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk 
mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab 
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Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan 
masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. 
Sebuah karangan berjudul "The Slippery Slope of Dutch Euthanasia" 
dalam majalah Human Life International Special Report Nomor 67, November 
1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di 
Belanda dimungkinkan melakukan etanasia dan tidak akan dituntut di 
pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. 
Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat 
(tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab 
sekitar 50 pertanyaan. 
Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban 
para dokter untuk melapor semua kasus eutanasia dan bunuh diri 
berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya 
prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah 
dikodifikasi oleh undang-undang belanda, dimana seorang dokter yang 
melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum. 
Amerika 
Euthanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di 
Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya 
secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi 
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disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang 
pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya etanasia 
dengan memberlakukan undang-undang tentang kematian yang pantas 
(Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya 
menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang 
diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas 
boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan 
meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga 
kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di 
antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu 
saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua 
harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta 
memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada 
dalam keadaan gangguan mental.Hukum juga mengatur secara tegas bahwa 
keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh 
berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, 
jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya. 
Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di 
masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan 
undang-undang negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama 
dengan undang-undang Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu 
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sebuah studi terbit tentang pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999.  
Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu Poling Gallup (Gallup Poll) 
menunjukkan bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya 
euthanasia. 
Korea 
Belum ada suatu aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang 
etanasia di Korea, namun telah ada sebuah preseden hukum (yurisprudensi) 
yang di Korea dikenal dengan "Kasus rumah sakit Boramae" dimana dua 
orang dokter yang didakwa mengizinkan dihentikannya penanganan medis 
pada seorang pasien yang menderita sirosis hati (liver cirrhosis) atas 
desakan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut 
kepada jaksa penuntut dengan diberi catatan bahwa dokter tersebut 
seharusnya dinayatakan tidak bersalah. Namun kasus ini tidak menunjukkan 
relevansi yang nyata dengan mercy killing dalam arti kata etanasia aktif. 
Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa pada kasus tertentu 
dari penghentian penanganan medis (hospital treatment) termasuk tindakan 
etanasia pasif, dapat diperkenankan apabila pasien terminal meminta 






Berdasarkan hukum di Indonesia maka etanasia adalah sesuatu 
perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan 
perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ”Barang siapa menghilangkan 
nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya 
dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 
tahun”. Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 
340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur 
delik dalam perbuatan etanasia. Dengan demikian, secara formal hukum 
yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan etanasia 
oleh siapa pun. 
Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid 
Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah 
Tempo Selasa 5 Oktober 2004  menyatakan bahwa : Eutanasia atau 
"pembunuhan tanpa penderitaan" hingga saat ini belum dapat diterima dalam 
nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Euthanasia 
hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan 
melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.17 
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 Simorangkir, Euthanasia Dan Penerapan Hukumnya Di Indonesia, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 29 
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2. Euthanasia Dalam Pengaturan Hukum Pidana Indonesia 
Euthanasia dalam Oxford English Dictionary dirumuskan sebagai 
“kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus 
penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan”. Istilah yang sangat 
populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah mercy killing18. 
Sementara itu menurut Kamus Kedokteran Dorland, euthanasia mengandung 
dua pengertian. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit. 
Kedua, pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan 
seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sangat 
menyakitkan secara hati-hati dan disengaja.
19
 
Secara konseptual dikenal tiga bentuk euthanasia, yaitu : 
1. voluntary euthanasia (euthanasia yang dilakukan atas permintaan 
 pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan 
dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya);  
2. Non voluntary euthanasia (di sini orang lain, bukan pasien, 
mengandaikan, bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan 
diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar 
tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintaannya);  
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3. involuntary euthanasia (merupakan pengakhiran kehidupan pada 
pasien tanpa persetujuannya)20. 
Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi 
beban tersendiri bagi Pakar hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah 
persoalan euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum 
(pidana) positif memberikan regulasi / pengaturan terhadap persoalan 
euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi 
persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural karena 
munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya. 
Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum 
pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu 
euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri dan 
euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap 
pasien/korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 
KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan : 
“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam 
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 Warsito Utomo, Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Euthanasia, (Depok: 
Rechta, 2003), Hlm. 175 
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Sementara dalam pasal 304 KUHP dinyatakan: 
 
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi 
kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu,diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.21    
 
Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak 
diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun 
pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan dan atas permintaan 
orang itu sendiri . Sulit rasanya membayangkan  seseorang yang sampai hati 
“membunuh’ atau dengan perkataan lain “merampas nyawa” orang lain 
apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongkan, atas permintaan yang 
bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tak tersembuhkan 
misalnya. Pasti makin sulit lagi, kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan 
masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, 
karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain 
yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan 
nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan, kiranya sulit 
untuk dihindari.22 
Bertolak dari ketentuan Pasal 344 dan Pasal 304 KUHP tersebut 
tersimpul, bahwa pembunuhan dengan sengaja membiarkan sengsara dan 
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 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2005), Hlm. 115 
22
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1982), Hlm. 117 
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atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. 
Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap 
dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks 
hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup 
seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut 
tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang 
diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka munculnya kasus 
permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan yang muncul akhir-
akhir ini (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, 
Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama 
untuk istrinya, Siti Zuleha) perlu dicermati secara hukum. 
Kedua kasus ini secara konseptual dikualifikasi sebagai non voluntary 
euthanasia, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) dua kasus ini tidak 
bisa dikualifikasi sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 
KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua 
kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
338 KUHP, atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 340 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas 
dinyatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, 




Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan : 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu 
merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan 
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. 
Di luar dua ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat 
digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 ayat 
(3) KUHP yang juga dinyatakan “Kejahatan yang dilakukan dengan 
memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk 
dimakan atau diminum”. 
Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV 
KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2). Dalam ketentuan Pasal 
304 KUHP dinyatakan : 
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah”. 
 
Sementara dalam ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHP dinyatakan : 
“Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara 
maksimal sembilan tahun”. 
Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, 
bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang 
perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini 
juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di 
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Indonesia. Sebelumnya jika kita memperhatikan pasal-pasal yang 
menyangkut jiwa manusia dalam KUHP tersebut diatas, maka kitapun dapat 
mengetahui bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang ini, 
pandangannya terhadap jiwa manusia itu. Secara singkat, dari sejarah 
pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang 
pada saat itu (zaman Hindia Belanda), juga menganggap bahwa Jiwa 
manusia sebagai miliknya yang paling berharga, dibandingkan miliknya yang 
paling berharga dibandingkan dengan milik manusia lainnya. Oleh sebab itu, 
setiap perbuatan apapun motif dan coraknya sepanjang perbuatan tersebut 
mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap 
sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara, selalu dilindungi negara. 
Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni 
kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut. 
Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang telah melanggar suatu 
peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal 
dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat dan kepentingan orang 
yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan 
sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang ia 
berdosa, jangan sampai ia mendapatkan hukuman yang terlalu berat, tidak 
seimbang dengan kesalahannya23.  
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 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Refika 
Aditama, 1977), Hlm. 16 
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Pandangan dari pembentuk Undang-Undang Hindia Belanda itu 
rupanya masih tetap dianut oleh pemerintah sekarang masa orde baru. Ini 
terbukti bahwa dalam KUHP sendiri, perihal keselamatan dan keamanan jiwa 
manusia masih dijamin dengan tanpa perubahan sedikitpun. Memang 
merupakan kenyataan sampai sekarang, bahwa tanpa membedakan agama, 
ras, warna kulit dan ideology, tentang keselamatan dan keamanan jiwa 
manusia Indonesia dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini juga merupakan 
pencerminan daripada prinsip equality before the law yang tentunya harus 
juga diterapkan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa manusia. 
Dalam pasal, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan 
kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah 
yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana 
berdasarkan 344 KUHP. Agar supaya unsur ini tidak disalahgunakannya, 
maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan 
pembunuhan karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas 
(unitdrukkelijk), dan unsur sungguh (ernstig), harus dapat dibuktikan baik 
dengan adanya saksi atau pun oleh alat-alat bukti yang lainnya, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 HIR sebagai berikut : 







Jadi apabila kita perhatikan Pasal 344 KUHP tersebut diatas, agar 
seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal itu, maka public prosecutor 
(penuntut umum/jaksa) harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”.24 Dengan kemajuan 
teknik yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal “merampas 
nyawa” atau membiarkan orang yang nyawanya dirampas maut”, baik atas 
permintaan sendiri karena suatu penyakit yang sangat mustahil dapat 
disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan karena tidak tahan 
melihat yang bersangkutan menderita, pasti menimbulkan berbagai 
komplikasi, antara lain yang menyangkut bukan saja masalah etika 
kedokteran, atau terlebih-lebih menyangkut hukum pidana, yang bertalian 
dengan masalah Euthanasia atau “Mercy Kelling”.  
Dalam hal ini Bruce Vediga dalam tulisannya “Euthanasia and the right 
to die, moral and legal perspective”. Mengungkapkan bahwa masalah 
Euthanasia bukan saja masalah sematik, tetapi juga masalah Substansi. 
Berkaitan dengan masalah Euthanasia ini, maka J.E, Sahetapy 
didalam tulisannya pada Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
membedakan Euthanasia ini kedalam tiga jenis yaitu :  
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 M. Karjadi, Himpunan Undang-Undang Terpenting Di Indonesia, (Bogor: Politea, 
1975), Hlm. 84 
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1. Action  to permit death to Occur 
2. Failure to take action to prevent death 
3. Positive action to couse death 
Dari ketiga perbedaan Euthanasia tersebut diatas, dapat dijelaskan 
bahwa pada jenis Euthanasia yng pertama, kematian dapat terjadi karena 
pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk 
mati. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya 
itu tidak akan disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan 
secara baik. Oleh sebab itu, pasien tersebut kemudian meminta kepada 
dokter agar dokter tidak usah memberikan pengobatan kepadanya guna 
penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya itu. Disamping itu pasien 
meminta untuk tidak diadakan perawatan di Rumah Sakit lagi, namun supaya 
dibiarkan saja dirumah pasien sendiri. Pasien tersebut akan merasa bahagia, 
bahwa ia akan segera mati dengan tenang disamping keluarganya. Dalam 
hal ini memberikan izin  segala permohanan pasien itu. Jadi kematian si 
pasien itu terjadi seolah-olah merupakan kerjasama si pasien dan dokter 
yang semula merawatnya. Jenis euthanasia inilah yang biasa disebut 
sebagai euthanasia dalam arti yang pasif (Permission).25 
Berbeda dengan jenis Euthanasia yang pertama, maka pada jenis  
Euthanasia yang kedua, kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan 
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 J.E. Sahetapi, Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya, (Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1976), Hlm. 23 
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dari seorang dokter dalam mengambil tindakan untuk mencegah adanya 
kematian.hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil suatu tindakan 
untuk guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu 
apa-apa, karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada 
pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan memberikan  pengobatan, maka 
dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak berarti, sehingga sudah tidak 
ada lagi untuk penyembuhan secara normal. Akhirnya pasien dibiarkan 
begitu saja, sampai ajalnya tiba dengan sendirinya. Pada dasarnya 
Euthanasia jenis yang kedua ini adalah sama dengan jenis Euthanasia jenis 
yang pertama. Letak perbedaannya adalah pada tindakan membiarkan 
pasien mati dengan sendirinya tanpa mengadakan pencegahan. Jika pada 
jenis yang pertama, tindakan membiarkan ini muncul karena adanya 
persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu persetujuan antara pasien dan 
dokter yang merawatnya, sedangkan pada jenis yang kedua, maka tindakan 
itu timbul hanya dating dari salah satu pihak saja, yaitu dari dokter yang 
merawatnya. 
Euthanasia jenis yang ketiga, merupakan tindakan yang positif dari 
dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Jadi berbeda dengan jenis 
yang pertama diatas, yang bersifat pasif. Maka pada jenis yang ketiga ini 
bersifat aktif (causation) dari tindakan yang aktif ini, seorang pasien akan 
segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan 
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obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dalam 
dosis yang tinggi, dan lain-lain. 
Antara Euthanasia jenis yang pertama dan yang ketiga ini, sama-sama 
didasarkan atas permintaan/desakan kepada dokter dari si pasien ataupun 
dari keluarganya. Hanya saja pada jenis yang pertama dokter bersifat pasif, 
sedang pada jenis yang ketiga dokter lebih bersifat aktif dalam mengambil 
tindakan  untuk mempercepat proses terjadinya kematian. 
Apabila dikaitkan dengan ketiga jenis Euthanasia tersebut diatas, 
maka rumusan yang terdapat di dalam Pasal 344 KUHP adalah sesuai 
dengan jenis euthanasia yang ketiga, yaitu euthanasia yang bersifat aktif. 
Namun masalahnya sekarang adalah apakah pasal 344 KUHP itu dapat 
diterapkan atau dapat dipakai sebagai dasar penuntutan oleh jaksa? 
Mengapa tidak!, kalau tidak pasti Pasal 344 KUHP itu tidak terciptakn. Tetapi 
ketika pasal tersebut diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu, 
dunia kedokteran masih belum semaju seperti sekarang ini. Bahkan dalam 
pasal tersebut dinyatakan secara jelas “Barang siapa merampas nyawa 
orang lain atas permintaan sendiri” ditambah pula dengan kata-kata “yang 
jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” lopdiens uitdrukkelijk en ernsting 
verlange). Bahwa perumusan ini sudah pasti menimbulkan suatu kesulitan 
dalam proses pembuktian, karena dapat dibayangkan bahwa orang yang 
dinyatakan dengan kesungguhan hati itu sudah berpulang kealam baka. Oleh 
sebab itu, pernyataan dengan  kesungguhan hati ini tidak boleh diucapkan 
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secara lisan, sebaiknya dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh saksi-
saksi, sehingga pada proses pembuktiannya di pengadilan nanti, surat 
pernyataan ini dapat dipakai sebagai alat bukti. 
Sebaliknya bagi kelompok yang menyetujui adanya Euthanasia itu, 
disertai argumentasi bahwa perbuatan demikian, terpaksa dilakukan atas 
dasar perikemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami 
oleh pasiennya, dan telah berulang kali minta kepadanya agar 
penderitaannya itu diakhiri saja. Dalam hubungan ini dr. R. Soerarjo Darsono, 
memberikan contoh sebagai berikut26 : 
“Seseorang wanita yang telah hamil tua, kemudian mengalami suatu 
kecelakaan yang sangat parah, sehingga lehernya putus, dengan 
demikian wanita tersebut telah mati. Masalahnya sekarang bagaimana 
dengan bayi yang masih berada di dalam perut sang ibu itu, yang 
menurut pemeriksaan dokter diperkirakan masih hidup”. Bagaimana 
sikap seorang dokter dalam mengahadapi keadaan demikian? 
Sedangka dokter dituntut untuk bertindak. Apakah harus membuka 
perut si wanita tadi dan mengambil bayinya, ataukah membiarkan 
begitu saja? Jika dilakukan, apakah tidak mendahului kehendak 
Tuhan? Jadi merupakan hal yang sangat dilematis. Dalam hal ini ada 
dua pendapat diantara para dokter, yang mengatakan : 
a. Harus dibuka, demi keselamatan dan kelangsungan hidup si bayi 
itu. 
b. Biarkan saja, cukup ibunya saja yang diselamatkan. 
 
“Seorang yang menderita penyakit kanker ganas, pada stadium 
permulaan memang tidak terasa sakit, namun pada stadium terakhir, 
maka sakitnya bukan main dan hampir mendekati dosis kematian. 
Dalam hal demikian, ada sebagian dokter yang beranggapan 
sebaiknya diberi obat penghilang kesadaran dosis yang tinggi, 
sehingga akhirnya orang ini mati, juga untuk menghindari supaya tidak 
terjadi penularan penyakit ini. Dipihak lain menghendaki agar jangan 
diberi obat itu, dan jika terpaksa diberinya, maka setidak-tidaknya 
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hanya untuk mengurangi rasa sakit-sakitnya saja, dan dokter tetap 
melindungi kehidupan pasien ini”.  
 
Ketiga jenis euthanasia di atas, ternyata pada jenis yang ketiga inilah 
yang senada dengan euthanasia yang dilarang oleh hukum pidana kita, dan 
diatur dalam Pasal 344 KUHP. 
Timbul masalah lagi, bagaimana jika yang bersangkutan tidak mampu 
lagi berkomunikasi dalam bentuk dan dengan cara apapun, sehingga tidak 
dapat menyatakan dengan kesungguhan hati? Karena kita tahu bahwa dalam 
masalah Euthanasiaini biasanya pasien dalam keadaan mati tidak, hidup pun 
tidak (in a persistent vegetative state). Sebagai contoh yang sangat popular, 
adalah yang terjadi di Amerika Serikat yaitu kasus Karen Ann Quinlan yang 
telah berada dalam suatu “Persis tent vegetative state”. Mengenai kasus ini 
akan dibahas pada bab yang berikutnya. Dalam hal ini apakah seorang 
dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP? Kalau dilihat dari 
perumusan Pasal tersebut, baik dalam konteks penafsiran yang dikenal 
dalam dunia ilmu hukum, maupun dalam bentuk penafsiran yang dikenal 
baru, maka menurut hemat kami pasal 344 KUHP ini sulit untuk dapat 
diterapkan. Apabila akan diterapkan pasal 344 KUHP merasa kesulitan, 
dapatkah penuntut umum (jaksa) menuduh seorang dokter berdasarkan 
Pasal 344 KUHP. 
Apabila kita perhatikan lebih lanjut, dari ketiga Pasal tersebut diatas, 
yaitu Pasal 338. Pasal 340 dan Pasal 344 KUHP, ketiga-tiganya dalah 
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mengandung makna larangan untuk membunuh. Selanjutnya Pasal 338 
KUHP merupakan aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain. 
Pasal 340 KUHP aturan khususnya, krena dengan dimasukkannya unsure 
“dengan rencana lebih dahulu”. Oleh sebab itu, Pasal 340 KUHP ini biasa 
dikatakan sebagai Pasal Pembunuhan yang direncanakan atau pembunahan 
berencana. Begitu pula jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa Pasal 344 KUHP 
pun merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena 
disampaing pasal 344 KUHP tersebut mengandung  makna perampasan 
nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pada 
Pasal 344 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas 
dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Jadi masalah Euthanasia ini dapat 
menyangkut dua aturan hukum , yakni Pasal  338 dan Pasal 344 KUHP. 
Dalam hal ini terdpat apa yang disebut sebagai concursus idealis, yang 
merupakan sisitem pemberian pidana juga terjadi satu perbuatan pidana 
yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. Concursus ideals ini diatur 
dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
menyebutkan bahwa: 
1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, 
jika berbeda-beda yang dikenakan yng memuat ancaman pidana 
pokok yang paling berat. 
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana yang 
umum diatur pula dlam turan pidana yang khusus, maka hanya 




Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengandung asas Lex Specialis de rogat 
legi generali, yaitu bahwa peraturan-peraturan yang khusus akan mendesak 
atau mengalahkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Yang 
dimaksudkan sebagai peraturan khusus di sini adalah : 
“Peraturan pidana yang mempunyai atau memuat unsure-unsur yang 
termuat dalam peraturan pidana yang umum, akan tetapi juga memuat 
peraturan-peraturan pidana yang tak termuat dalam peraturan pidana 
umum”. 
 
Sehubungan dengan adanya Concursus idealsis ini, maka Hazewinkel 
Suringa, mengatakan sebagai berikut : 
“Ada Concursus idealis, apabila pernyataan yang sudah memenuhi 
suatu rumusan delik, mau tidak mau juga masuk dalam pertauran 
pidana lain, baik karena bnyaknya peraturan-peraturan yang dibuat 
oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya 
aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu 
dilakukan, orang yang melakukan dan obyek terhadap apa perbuatan 
itu dilakukan”.27 
Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 
masalah Euthanasia yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 
dan Pasal 344 KUHP, maka yang dapat diterapkan adalah masalah Pasal 
344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas Lex specialis derogate legi generali 
 yang disebutkan dalam Pasal ayat 63 (2) KUHP itu, maka aturan 
pemidanaan yang dipakai adalah Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan 
karena ancaman pidna penjara pada Pasal 338 yaitu 15 Tahun, lebih berat 
daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 
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 Hazewinkel Suringa, Unsur Peniadaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di 
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12 tahun). Hal ini dapat dimengaerti karena dalam Concursus ideais akan 
diterapkan system absorbsi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 ayat (1) 
KUHP, yang memilih ancaman pidanya yang terberat. Oleh sebab itu, 
didalam KUHP kita, hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang 
masalah Euthanasia, yaitu hanya Pasal 344 KUHP. 
Di Indonesia hak asasi manusia telah dijamin dalam undang-undang, 
akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan kewajiban-
kewajiban yang asasi pula, yakni seperti tertuang dalam the universal 
declaration of human rights Pasal 29 yaitu :  
Ayat 1 bahwa : 
Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat karena 
hanya dengan masyarakatlah dimungkinkan adanya perkembangan 
yang bebas dan penuh dari pribadinya. 
 
 Ayat 2 bahwa : 
“Dalam mempergunakan hak-haknya dan kebebasan-kebebasannya 
setiap orang akan dikenakan pembatasan-pembatasan sedemikian 
rupa sebagai yang ditentukan oleh undang-undang terutama dengan 
tujuan menjamin pengakuan dan penghargaan yang layak terhadap 
hak-hak orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil 
tentang moral, ketertiban umum dan kesejahtraan umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. 
 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa setiap orang mempunyai 
kewajiban terhadap masyarakat dan negara di mana kewajiban tersebut 





C. Pertanggungjawaban Dalam Kasus Euthanasia 
Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab dalam 
setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan 
tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan 
sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan 
sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk 
menyembuhkan / menolong pasien28. Antara lain adalah : 
1. Peranggungjawaban Pidana 
Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter 
terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. 
Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, 
yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, tanggung 
jawab pidana dan tanggung jawab hukum administrasi29. 
Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat 
dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam 
diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari 
segi hukum kesalahan / kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan 
hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
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 Endang Kusuma Astuti, Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan 
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bertanggungjawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari 
perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam 
pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat / kehendaknya 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam 
menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang 
dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 
adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan 
yaitu berupa dolus (kesenjangan) atau culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak 
adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (neglience) mencakup dua hal 
yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau 
karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan atau 
kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur 
antara lain dalam: Pasal 346, 347, 359, 360, dan Pasal 386 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dengan 
“tindak pidana medis”. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan adalah 
“akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis adalah “penyebabnya”. 
Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan 
maka dokternya tidak dapat dipersalahkan. Beberapa contoh dari criminal 
malpractice yang berupa kesenjangan adalah melakukan aborsi tanpa 
indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan 
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pertolongan seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan 
euthanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat 
visum et repertum yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak 
benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli. 
Sebagai contoh dalam menganalisis apakah perbuatan dokter itu 
mengandung tanggung jawab pidana apa tidak, adalah dalam hal melakukan 
pembedahan. Persoalan pokok yang perlu dikemukakan adalah pembedahan 
dengan indikasi medis. Apakah hal itu dilakukan dokter terhadap pasien, 
maka perbuatan dokter tersebut dapat dibenarkan. Sedangkan jika 
pembedahan dilakukan tanpa melalui indikasi medis, maka perbuatan dokter 
tersebut dipidanakan. 
Untuk memidana seseorang disamping orang tersebut melakukan 
perbuatan yang dilarang dikenal pula azas Geen Straf Zonder Schuld (tiada 
pidana tanpa kesalahan). Azas ini merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi 
berlaku dimasyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 48 tidak 
memberlakukan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan 
pidana karena adanya daya paksa. Oleh karena itu untuk dapat dipidananya 
suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam 
hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut : 
1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya 
keadaan jiwa petindak harus normal. 
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2) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya 
yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). 
3) Tidak adanya alas an penghapus kesalahan atau pemaaf. 
Perbedaaan kesengajaan dan kealpaan. Mengenai kesengajaan, 
KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam Memorie van 
Toelichting (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang 
dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Kealpaan merupakan bentuk 
kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu 
yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang 
menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak 
menghendaki ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan 
yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain tetap harus 
dipidanakan. 
Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang 
secara sadar dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan kealpaan 
adalah kekurang perhatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari 
bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan 
yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya sama dengan kesengajaan hanya 
berbeda gradasi saja. 
2. Pertanggungjawaban Etis 
Peraturan yang mengetur tanggung jawab etis dari seorang dokter 
adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia 
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dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men 
Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan 
mempertimbangkan international Code of Medical Ethics dengan landasan 
idiil Pancasila dan landasan Strukturil UUD 1945. Kode Etik Kedokteran 
Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban 
umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter 
terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 
Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya 
pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggran etik kedokteran. 
Berikut diajukan beberapa contoh : 
(a). Pelanggaran Etik murni 
1. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa 
2. dari keluarga sejawat dan dokter gigi. 
3. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya 
4. Memuji diri sendiri di hadapan pasien 
5. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang 
6. berkesinambungan 
7. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. 
(b). Pelanggaran Etikolegal 
1. Pelayanan dokter dibawah standar 
2. Menertibkan surat keterangan palsu 
3. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter 
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4. Abortus provokatus 
3. Pertanggungjawaban Profesi 
Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme 
seorang dokter. Hal ini terkait dengan30 : 
(a). Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain 
Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus 
mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang 
keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh 
semasa pendidikan yang ditekuninya di fakultas kedokteran 
maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong 
penderita. 
(b). Derajat risiko perawatan 
Derjat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, 
sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimal 
mungkin. Disamping itu mengenai derajat risiko perawatan harus 
diberitahukan terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga 
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(c). Peralatan perawatan 
Perlunya dipergunakan pemriksaan dengan menggunakan 
peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang 
didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan 























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Euthanasia ditinjau dari segi medis diatur dalam Kode Etik 
Kedokteran Indonesia, Pasal 9 yang berbunyi "Seorang dokter 
harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup 
makhluk insani." Dengan demikian, membangun dan 
mengembangkan ilmu untuk menghindarkan diri dari bahaya maut 
adalah merupakan tugas dokter. Ia harus berusaha memelihara 
dan mempertahankan hidup makhluk insani. Hal ini, berarti dokter 
dilarang mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun menurut 
ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tidak mungkin 
sembuh. 
2. Pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia 
adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku 
di Indonesia pengaturan masalah euthanasia terdapat di dalam 
Pasal 304 KUHP yang melarang adanya euthanasia pasif, dan di 
dalam Pasal 344 KUHP yang melarang adanya euthanasia aktif. 
Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa 
101 
 
diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun 
penerapan pasal ini dirasakan sangat sulit dalam hal 
pembuktiannya. 
3. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam 
setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam 
menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu 
berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya 
yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan 
standar profesinya untuk menyembuhkan / menolong pasien, oleh 
karena itu pertanggungjawaban yang melekat pada seorang dokter 
khususnya dalam kasus euthanasia adalah pertanggungjawaban 
pidana, etis, dan profesi. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut :   
1. Diharapkan kepada para dokter agar senantiasa menjaga nilai-nilai 
luhur sebagai petugas kesehatan yang menjunjung tinggi 




2. Diharapkan kepada para masyarakat umum agar senantiasa tidak 
cepat berputus asa akibat penyakit yang diderita, karena tenaga 
medis akan selalu melakukan tindakan yang terbaik guna 
menyembuhkan penyakit pasiennya. 
3. Diharapkan kepada tenaga medis dan masyarakat umum dapat 
lebih bersinergi dalam hubungan antara pasien dengan dokter, dan 
tidak cepat mengambil tindakan yang mengarah pada kasus 
euthanasia, ini dikarenakan bukan hanya masyarakat sebagai 
pasien yang dirugikan, tetapi dokter juga dikenai 
pertanggungjawaban atas tindakannya walaupun tindakan 
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